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INDIRA SARASWATI (B111 12 360), Peranan Organisasi Perburuhan 
Internasional (International Labour Organisation, ILO) Terkait Upaya 
Perlindungan dan Kesetaraan Hak Perempuan dalam Bekerja, di bawah 
bimbingan Muhammad Ashri selaku Pembimbing I dan Iin Karita 
Sakharina selaku Pembimbing II. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui sejauh mana Peranan 
International Labour Organisation (ILO) Terkait dalam Upaya Penyetaraan 
dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Bekerja  (2) untuk mengetahui 
Kedudukan The Convention On The Elimination Of All Forms of 
Discriminatioan Against Women (CEDAW) Terhadap Produk Hukum dari ILO. 
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
(DKI Jakarta) dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan 
data dan informasi dilakukan di beberapa tempat seperti di Kantor Organisasi 
Perburuhan (ILO),di komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 
(KOMNAS Perempuan), di Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Kependudukan dan Gender (P3KG), dan Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Data yang diperoleh adalah data primer dan 
sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research) dan  wawancara. 
Data yang diperoleh kemudian diolah berdasarkan rumusan masalah yang 
telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap 
objek yang dibahas dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.  
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Peranan ILO dalam 
penyetaraan dan perlindungan hak perempuan dalam bekerja adalah dengan 
menjadi penyedia sarana dan mitra kerja sama pemerintah melalui rangka 
perbaikan perundang-undangan ketenagakerjaan, melalui upaya persamaan 
hak bagi para pekerja perempuan (equality gender), persamaan upah untuk 
pekerjaan yang sama nilainya, mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam 
serikat, turut berperan dalam mengawasi berlakunya konvensi perlindungan 
pekerja perempuan dan perlindungan bagi pekerja  perempuan yang bekerja 
pada malam hari, pembatasan waktu kerja, perlindungan upah dan 
penanganan PHK. Kedudukan The Convention On The Elimination Of All 
Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Terhadap Produk Hukum 
dari ILO adalah sebagai pedoman atau tinjauan yang sifatnya tidak mengikat 
dan terdapat kesesuaian produk hukum yang dikeluarkan oleh ILO tetang 






INDIRA SARASWATI (B111 12 360), The Role of International Labour 
Organisation (ILO) Regarding The Protection Effort and Equivalance of 
Women Rights at Work. Supervised by Muhammad Ashri as the first 
supervisor and Iin Karita Sakharina as the second supervisor. 
The aims of the research were to understand the role of ILO Regarding 
The Protection Effort and Equivalance of Women Rights at Work and to 
understand the Position of Convention on The Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Woman (CEDAW) towards Legal Products of ILO 
The research was conducted in Jakarta and Makassar. The data and 
information were collected from several institutions such as office of ILO in 
Jakarta, National Committee Against Violence of Women, Research And 
Development of Citizen and Gender Centre (P3KG) and Library of Law 
Faculty, Hasanuddin University. The primary and secondaryb data were 
collectred through library research and interview. The data being presented 
descriptively to get firm description of the discussed topic relevant to the 
research. 
The results of the research are 1) the roles of ILO Regarding The 
Protection Effort and Equivalance of Women Rights at Work are by providing 
tools and making government as partners in order to improve the laws 
regarding labour. Besides the roles of ILO involves efforts of Equaility Gender 
towards the rights of Women Workers, the salary equality for the occupations 
with the same value, encouraging women to be more active in their labour 
organtizations in order to supervised the application of the convention of 
protection of women workers and protection of women workers working at 
night shift, limitations of working time, salary protection, and managing 
unemployement. 2) The position of CEDAW towards legal products of ILO is 
as the unbinding guidance. There are relevancy of the contents of CEDAW 
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A. Latar Belakang  
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia bukanlah merupakan masalah 
baru, hal ini telah ada sejak lama, kurangnya lapangan kerja dan berbagai 
masalah lainnya merupakan faktor utama. ‘ 
Dilihat dari sudut pandang pembangunan ketenagakerjaan, masalah 
yang dihadapi ini bukan hanya merupakan permasalahan yang berdiri sendiri, 
melainkan ada banyak faktor yang mempengaruhi, seperti faktor pendidikan, 
kesehatan, ekonomi,  jasa dan sebagainya, oleh karena itu pemecahan 
masalah ketenagakerjaan harus didekati secara lintas sektoral.1  
Masalah yang sering ditemukan untuk para pekerja perempuan yakni 
mereka sulit menemukan pekerjaan yang diinginkan, terlebih lagi diberbagai 
kasus dibidang ketenagakerjaan sering didapati kasus-kasus menyangkut 
pengaiayaan, diskriminasi maupun stereotype2 pada para pekerja 
                                                          
1 Lintas sektor merupakan kerjasama yang dilakukan anatara beberapa bidang dalam hal yang sama, 
untuk mencapai sebuah tujuan. Serta merupakan hubungan timbal antar berbagai sektor yang 
berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang ingin didapatkan 
terselesaikan dengan cara yang efektif.   
2 Stereotype adalah pemberian citra baku atau berupa pelabelan atau cap yang diberikan kepada 
seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada suatu anggapan yang dianggap salah atau 
sesat, pelabelan yang umumnya sering kali dilakukan oleh sekelompok orang seringkali digunakan 
sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan atas kelompok lainnya, pelabelan juga 
 2 
 
perempuan. Adanya beberapa pengusaha yang lebih suka memperkerjakan 
pria daripada perempuan karena adanya anggapan yang sering dijumpai di 
masyarakat bahwa para pekerja perempuan kurang bertanggung jawab 
terhadap pekerjaanya, mereka mempunyai angka absensi yang tinggi seperti 
cuti sebelum melahirkan, setelah melahirkan dan cuti haid, mereka juga 
sering mengajukan permohonan pindah karena alasan perkawinan dan lain-
lain. Jadi dengan kata lain perempuan dianggap bukanlah pekerja yang lebih 
baik jika dibandingkan dengan pekerja pria.3 
Pandangan lain yang berkembang dalam masyarakat adalah 
anggapan bahwa para pekerja perempuan diangap lemah karena keadaan 
fisik yang mereka miliki, mereka dianggap kurang terampil dalam bekerja 
terutama bekerja, dan tidak memiliki produktivitas serta semangat kerja yang 
tinggi, padahal sebenarnya jika diamati secara seksama kemampuan dan 
produktivitas kerja perempuan tidak jauh berbeda dengan pekerja pria, 
namun tidak jarang didapati mereka dibayar dengan upah yang lebih rendah 
dari upah yang diterima oleh pekerja pria, serta keaamanan dan keselamatan 
kerja mereka kurang di masih perhatikan adanya.4 
                                                                                                                                                                     
menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang betujuan untuk 
menaklukan atau menguasasi pihak lain.  
3 Sri Warjiati, Hukum Ketenagakerjaan Keselamatan Kerja Dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita, 
Penerbit Tarsito, Bandung, 1998, hal.39 
4 Ibid. Hlm.6  
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Berbagai kasus yang telah terjadi di bidang ketenagakerjaan 
khususnya yang menyangkut mengenai pekerja perempuan, seperti 
penekanan terhadap hak-hak pekerja perempuan dan tidak dipenuhinya 
jaminan sosial, waktu istirahat dan masa cuti, baik cuti haid, cuti hamil dan 
cuti melahirkan, yang tidak memadai. disamping itu ada banyak kasus yang 
menyangkut kecelakaan kerja, akibat kurang terjaminnya keamanan dan 
keselamatan kerja para pekerja. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan 
terhadap pekerja perempuan.5 Salah satunya adalah kasus kekerasan yang 
menimpa seorang jurnalis, Nurmala Sari Wahyuni di Kabupaten Paser 
Kalimantan Timur, yang ketika sedang melakukan peliputan ia dipukuli oleh 
dua orang oknum pejabat desa setempat. Oleh karenanya Nurmala 
kemudian harus kehilangan bayi yang dikandungnya.6 
Namun menurut Lusiani Julia staff officer pada kantor ILO Jakarta, 
pemerintah memang belum merubah undang-undang ketenagakerjaan, tetapi 
pemerintah berusaha dengan jalan mengeluarkan panduan-panduan untuk 
menangani hal diatas, seperti dikeluarkannya buku panduan-panduan 
pengupahan untuk netral gender, memastikan perusahaan yang ada dengan 
                                                          
5 Ibid. Hlm.4 
6 Catatan Hitam Buruh Perempuan, diakses dari http://www.kalyanamitra.or.id/2013/04/pers-
release-catatan-hitam-buruh-perempuan-indonesia/  pada 14 Mei 2016  
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tidak melakukan perbedaan terhadap pemberian tunjangan kepada pekerja 
pria dan pekerja perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.7 
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Pasal 5 dijelaskan bahwa sebelum selama dan setelah 
hubungan kerja berlangsung tidak boleh terjadi atau dilakukan diskiriminasi 
terhadap pekerja perempuan. Namun dalam undang-undang ini tidak secara 
spesifik dijelaskan mengenai apa yang dimaksudkan dan bentuk-bentuk 
diskirminasi. Dari hasil sosialisasi di tingkat provinsi dinas tenaga kerja di 
daerah-daerah jarang di temui adanya pelanggaran akan diskirminasi pekerja 
perempuan dan pria, Biasanya hanya membahas mengenai PHK atau 
dengan kata lain yang sering ditemukan oleh serikat pekerja adalah 
persoalan PHK walaupun mereka mengakui isu tersebut ada, seperti 
misalnya pekerja perempuan yang di PHK karena alasan hamil, atau 
melahirkan dll.8 
Padahal jika kita berbicara mengenai posisi perempuan sebagai 
pekerja, mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 (UUD NRI) 1945 yang berbunyi :  
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu tidak ada kecualinya”.  
                                                          
7 Ibid.  




Berdasarkan pada ketentuan UUD NRI 1945 cukup jelas bahwa tidak 
ada perbedaan antara pria dan perempuan dimata hukum, semuanya 
mempunyai hak dan kewajiban yang sama, oleh karenanya posisi seorang 
perempuan sebagai pekerja sama dengan posisi seorang pria. Selanjutkan 
jika diperhatikan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. Jelas bahwa dalam ketentuan ini berarti bagi seorang 
perempuan tidak ada batasan untuk memilih pekerjaan yang cocok baginya, 
sesuai dengan kemampuannya dan keterampilanya, sehingga jika dilihat dari 
sudut pandang hukum, pekerja perempuan merupakan salah satu modal 
yang cukup potensial dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di 
Indonesia.9 
Jumlah pekerja yang setiap saat terus bertambah sedangkan 
lapangan kerja yang tidak seimbang pertumbuhanya menjadi salah satu 
faktor yang mendorong semakin lemahnya posisi perempuan. Masalah lain 
yang sering dihadapi pekerja perempuan adalah yang menyangkut dengan 
norma-norma kesusilaan, kekerasan, dan perlakuan dikriminatif. Lemahnya 
posisi perempuan dihadapan pengusaha atau pemberi kerja juga 
                                                          
9 Sri Warjiati, Op cit. Hlm. 21  
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dikarenakan anggapan bahwa mereka memiliki tingkat ketidakstabilan emosi 
yang cukup tinggi.10 
Ditemukan sejumlah kasus yang menimpa buruh perempuan yang 
memperjuangkan kesejahteraan dan aktivitasnya dalam serikat pekerja. 
seperti pada kasus yang menimpa Sri seorang buruh di Cakung Jakarta 
Utara, Yohana Sudarsono seorang guru di Stella Maris Serpong Tangerang 
dan Luviana jurnalis perempuan di Metro TV, yang dipecat karena 
keikutsertaan dan aktivitasnya di serikat pekerja. Para buruh perempuan ini 
tidak hanya kehilangan pekerjaanya, namun juga tidak diupah dan 
kehilangan akses sebagai pencari nafkah keluarga.11 
Pada hakikatnya persamaan hak antara pria dan perempuan 
khususnya yang menyangkut dengan kesedianya lapangan pekerjaan, 
dijamin dalam konstitusi negara, serta dalam peraturan perundang-
undangan, yang meliputi tentang persamaan upah, pekerjaan, jaminan 
kesehatan dan biaya perawatan, jaminan sosial, kesempatan promosi, 
tunjangan sosial dan fasilitas persyaratan penerimaan sebagai pekerja dan 
sebagainya. Dengan demikian menjelaskan adanya jaminan baik, yang 
diberikan dari konstitusi maupun perundang-undangan, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa posisi perempuan sebagai pekerja tidak berbeda dengan 
                                                          
10 Ibid. Hlm. 27 
11 Setra Gerakan Buruh, diakses dari http://sentralburuh.blogspot.co.id/2013_08_01_archive.html 
pada 11 Mei 2016  
 7 
 
posisi pekerja pria. Konsekuensinya menimbulkan hak dan kewajiban yang 
sama dan kedua-duanya mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum.12 
Dalam rangka penyetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. 
berbagai kebijakan telah diterapkan. Dengan adanya upaya penyetaraan 
gender maka peran perempuan mengalami pergeseran, perempuan tidak lagi 
hanya sebatas mengurusi sektor domestik tetapi juga berada di luar rumah 
untuk memenuhi tuntutan mendapatkan upah, dan mendapatkan 
penghidupan yang layak.13 
Dalam dunia internasional sendiri dikenal adanya organisasi 
perburuhan internasional, yang telah ada sejak 1919  yang mengatur  
mengenai hak-hak perburuhan, serta melahirkan konvensi-konvensi yang 
mengatur tentang dasar-dasar hukum perburuan, yang menjadi dasar bagi 
hukum perburuhan internasional, International Labour Organization (ILO), 
yang saat ini telah beranggotakan 187 negara. 
Pada 1944, para anggota-anggota pendiri ILO membangun ILO 
dengan menerapkan Deklarasi Philadelphia, yang menyatakan bahwa 
pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan 
hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa “kemiskinan akan 
                                                          
12 Ibid.  
13 Suryaningsih, Peluang Kerja dan Migrasi Tenaga Kerja Perempuan Indonesia. 
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mengancam kesejahteraan di mana-mana.14 Pada 1946, ILO menjadi 
lembaga spesialis pertama di bawah PBB yang baru saja terbentuk. Saat 
peringatan hari jadinya yang ke 50 di tahun 1969, ILO menerima hadiah 
nobel perdamaian. Besarnya peningkatan jumlah negara yang bergabung 
dengan ILO selama beberapa dasawarsa setelah masa Perang Dunia ke-II 
telah membawa banyak perubahan. Organisasi ini meluncurkan program-
program bantuan teknis untuk meningkatkan keahlian dan memberikan 
bantuan kepada pemerintah, pekerja dan pengusaha di seluruh dunia, 
terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Polandia, Cile 
dan Afrika Selatan, bantuan ILO dalam hal peningkatan hak-hak serikat 
pekerja berhasil membantu perjuangan para pekerja dalam memperoleh 
demokrasi dan kebebasan.15  
Pengaturan mengenai perlindungan dan penyetaraan hak perempuan 
dalam bekerja merupakan isu yang penting untuk dibahas guna menjamin 





                                                          
14 Sekilas tentang ILO, diakses dari www.ilo.org pada 28 November 2015 
15 Sri Warjiati, Op Cit. 
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Dari uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat “Peranan 
Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation/ILO) 
Terkait dalam Upaya Perlindungan dan Penyetaraan Hak Perempuan 
dalam Bekerja”. Sebagai judul skripsi yang akan merupakan persyaratan 
dalam mendapatkan gelar sarjana. 
B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 
yang hendak dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut:  
A. Bagaimana peranan International Labour Organisation dalam upaya 
penyetaraan dan perlindungan hak perempuan dalam bekerja? 
B. Bagaimana Kedudukan The Convention on The Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women terhadap produk hukum dari 
ILO? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :  
A. Untuk mengetahui sejauh mana Peranan International Labour 
Organisation dalam upaya penyetaraan dan perlindungan hak 
perempuan dalam bekerja. 
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B. Untuk Mengetahui kedudukan dari The Convention on The Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women terhadap produk hukum 
dari ILO.  
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan, pemikiran bagi perkembangan 
ilmu hukum Internasional. 
b. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi 
mahasiswa, dosen, atau pembaca, yang tertarik dengan 
masalah hukumnya khususnya hukum Internasional. 
c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai 
bahan acuan bagi penelitian dimasa yang akan datang. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. 
b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang 
sistematis, sekaligus untuk mengukur kemampuan 
penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. 
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan, sebagai 
sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam 
perkembangan hukum Internasional, dan bermanfaat 
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menjadi referensi sebagai bahan acuan peneliti yang 



















A. Pengertian Hak  
Secara umum, pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus di 
didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum ia 
lahir. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau 
melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak 
tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya 
dapat dituntut secara paksa olehnya.16 
Lebih khusus lagi dalam ranah hukum, pengertian hak dianggap 
sebagai segala sesuatu yang harus didapatkan, oleh seorang pekerja atau 
buruh dalam hubungannya dengan perjanjian kerja atau kontrak kerja, 
termasuk didalamnya segala sesuatu yang ia dapatkan, setelah 
melaksanakan kewajibannya. Sedang menurut Burns H. Weston, dalam 
bukunya hak-hak asasi manusia menyatakan bahwa hak asasi adalah 
“kebebasan, harta, keamanan dan perlawanan terhadap penindasan”.17 
 
                                                          
16 Diakses dari http://arekbkj2.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-hak-dan-kewajiban-menurut.html 
pada 1 Januari 2015 
17 Nursyahbani Katjasungkana, "Perempuandan HAM: Tinjauan dari Sudut Hukum Internasional dan 
Permaslahannya di Indonesia" dalam Mohammad Farid, Perisai Wanita: Kesepakatan Internasional 




Diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan adalah merupakan 
fenomena yang terjadi secara universal, secara umum dapat digambarkan 
seperti diskriminasi ras.  
Diskriminasi terhadap perempuan berarti segala pembedaan, 
pengecualian, atau pembatasan, yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang 
mempunyai pengaruh atau tujuan, untuk menghalangi atau meniadakan 
pengakuan, dinikmatinya atau pelaksaan hak asasi dan kebebasan dasar 
perempuanpasal (1).18 
Diskriminasi dibedakan antara diskriminasi langsung dan tidak langsung, 
yang dimaksud dengan diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik 
langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda less 
favourable daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika 
dampak dari hukum atau dalam praktek hukum adalah bentuk dari 
diskriminasi. Misalnya pembatasan pada hak kehamilan yang hanya berlaku 
kepada perempuan dan tidak pada pria.19 
 
 
                                                          
18 Pasal 1 Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan(CEDAW) 
19C. de Rover, To Serve & To Protect, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2000, Hlm. 342 
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C. Equality Gender  
  Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial, 
untuk menjelaskan perbedaan pria dan wanita, yang bersifat bawaan sebagai 
ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan 
disosialisasikan sejak kecil.  Kata “gender‟ dapat diartikan sebagai 
perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung-jawab pada laki-laki dan 
perempuansebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang 
tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak 
bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat 
lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender yang dimaksud dengan 
tidak bersifat kodrati, adalah ia dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada 
manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.20 
Kesetaraan gender merupakan Kondisi perempuandan pria menikmati 
status yang setara, dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan 
secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala 
bidang kehidupan. Definisi dari United States Agency for International 
Development (USAID) menyebutkan bahwa. “Gender Equality permits 
women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, 
opportunities, resources and the benefits from development results.” 
                                                          
20 Herian Puspitasari, Konsep Teori dan Analisi Gender, Institut Pertanian Bogor, 2013. 
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(kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuanmaupun laki-
laki untuk secara setara atau sebanding menikmati hak-haknya sebagai 
manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya 
dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).21 
Kesetaraan didefinisikan sebagai “bahwa setiap orang pada satu situasi 
yang sama dan sejajar harus diperlakukan sama”. Disatu sisi HAM Menjamin 
kebebasan individu namun disisi lain HAM juga mempunyai perhatian 
terhadap pemenuhan rasa keadilan.22 
Apa yang dimaksud dengan kesetaraan tidak berarti bahwa semua 
manusia adalah sama atau identik, akan tetapi makna kesetaraan bahwa ada 
hak-hak yang melekat dan tidak dapat dicabut dari setiap orang bukan 
karena ia menganut agama tertentu, ras, jenis kelamin, atau kebangsaan, 
melainkan karena ia adalah manusia. Kesetaraan berarti bahwa semua sama 
dihadapan hukum.23 
Kesetaraan perempuan dan pria masih harus terus diperjuangkan guna 
memanfaatkan setiap peluang sehingga perempuan tidak terbelenggu 
sebagai sosok human capital  yang dianggap rendah.24 
Selama ini standarisasi  yang di pergunakan untuk membedakan pria dan 
perempuan yang di konstruksi secara sosial adalah pria maskulin, 
                                                          
21 Ibid.Hlm.7 
22 Hesti Armiwulan Sochmwardiah, Diskriminasi Rasial Dalam HAM (Studi Tentng Diskriminasi 
Terhadap Etnis Tioonghoa), Genta Publishing, 2002, Hlm, 88.  
23 Ibid, hlm.89 
24 Hastuti, Op Cit, hlm. 15  
 16 
 
independen, otonom, ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan, 
berorientasi linier progresif dan perempuandilekatkan dengan sifat feminisme, 
keterikatan, dependen, terpengaruh, berkorban, tidak mampu mengontrol 
keadaan serta orientasi sirkuler. Pembedaan tersebut melahirkan anggapan 
antara pria dan perempuanyang cenderung menguntungkan pria sehingga 
menjadikan perempuansemakin terpinggirkan dari kegiatan publik yang 
dianggap lebih pantas dilakukan pria.25 
 
D. Perlindungan bagi Pekerja Perempuan 
Perlindungan pada pekerja terutama yang menyangkut mengenai 
perlindungan pekerja perempuan merupakan sesuatu yang sifatnya penting 
untuk diatur dalam perundangan-undangan nasional. Adanya diskriminasi 
dan pemberian label yang dilakukan oleh segelintir orang terhadap pekerja 
perempuan ditakutkan dapat melanggar hak asasi dari para pekerja 
perempuan itu sendiri. Dalam Undang-undang  No. 39 Tahun 1999,  yang 
dimaksudkan dengan Hak Asasi Manusia,  adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi,  dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan 




setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia.26   
Oleh karenanya diskriminasi dan pelanggaran hak atas pekerja 
perempuan merupakan pelanggaran atas HAM. Perlindungan untuk pekerja 
perempuan termasuk dalam kategori hukum perburuhan. Jika ditelaah dari 
pengertian istilah, hukum perburuhan terdiri dari dua kata yaitu hukum dan 
perburuhan. Hukum dan perburuhan merupakan dua konsep hukum.27 
Konsep Hukum yang pada dasarnya merupakan norma yang bersifat 
mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya. Serta yang dimaksud dengan 
perburuhan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain, dengan kata lain hukum perburuan adalah hukum 
yang mengatur hubungan antara sang majikan atau pemberi kerja dengan 
buruh atau pekerja.  
Untuk mewujudkan hubungan kerja yang sehat antara pengusaha dan 
pekerja dituntut adanya rasa kebersamaan untuk mencapai keadilan yang 
dapat diterima semua pihak, dalam arti yang umum keadilan yang 
dimaksudkan disini ialah keserasian antara hak dan kewajiban yang dapat 
dinikmati baik oleh pekerja maupun pengusaha itu sendiri.  
                                                          
26 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
27 Arsi Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 8  
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Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
menegaskan bahwa tiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas 
keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta 
perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Oleh 
karena itu sesuai dengan asas yang dianut makna perlindungan kerja di 
Indonesia berlaku secara umum baik bagi pria maupun wanita. Berdasarkan 
pada pandangan yang diakui secara universal bahwa fungsi reproduksi 
perempuanmerupakan fungsi sosial, oleh karenanya bagi pekerja 
perempuandiperlukan perlindungan khusus. Diharapkan dengan adanya 
perlidungan tersebut kesejahteraan pekerja perempuandapat semakin 
meningkat.28  
Dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap pekerja perempuan 
Indonesia merupakan salah satu negara yag meratifikasi The Convention  on 
The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). 
Dalam konvensi ini diatur mengenai asas-asas yang menjadi dasar dalam 
menjamin kedudukan perempuanbaik dalam hukum, hukum keluarga, hukum 
ketenagakerjaan, serta  hak untuk melakukan perbuatan hukum juga 
persamaan hak atas perempuandalam bidang politik, pendidikan, kesehatan. 
                                                          
28 Sri Warjiati, Hukum Ketenagakerjaan Keselamatan Kerja Dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita, 
Penerbit Tarsito, Bandung, 1998, Hlm.33 
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Secara umum di Indonesia sendiri hukum yang mengatur tentang 
perlindungan perempuan terdapat dalam Pasal 27 UUD NRI 194529. 
E. Hukum Perburuhan 
Hukum perburuhan adalah hukum yang mengatur tentang orang yang 
bekerja pada orang lain.30 lebih lengkapnya hukum perburuhan adalah 
sebagian dari hukum yang berlaku di Indonesia, (segala peraturan-peraturan) 
yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh atau 
pekerja dengan majikan atau perusahannya, mengenai tata kehidupan, dan 
tata kerja yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut.31  
Hukum perburuhan di Indonesia disebut sebagai hukum 
ketenagakerjaan  merupakan terjemahan dari arbeidsrecht.  Arbeidsrecht  
adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur 
hubungan antara hukum dan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara 
buruh dan pengusaha32. Pengertian hukum perburuhan mengandung empat 
unsur  (4) yaitu : 
                                                          
29 Pasal 27 UUD NRI  1945  
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib 
menjujung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. 
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. 
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.  
30 Sri Warjiati Op cit, Hlm. 20 
31 G. Karta sapoetra dan RG. Widyanngsih, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Penerbit Armico, 
Bandung, 1982,hlm.2. 
32 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta , 1985,  hlm.1.  
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a. Adanya serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. 
b. Peraturan tersebut mengenai satu kejadian. 
c. Adanya orang (buruh atau pekerja) yang bekerja ada pihak lain 
(majikan) . 
d. Adanya upah.33 
Selanjutnya yang disebut dengan pekerjaan adalah “sesuatu  yang 
dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam hubungan kerja dengan 
menerima upah” dalam kaitanya dengan diatas perlu kiranya dipertegas 
bahwa hukum perburuhan tidak meliputi pegawai negeri, meskipun secara 
yuridis teknis pegawai negeri dapat dikatakan sebagai buruh, karena bekerja 
pada pihak lain (negara) dengan menerima upah (gaji). Tetapi secara yuridis 
politis terhadap mereka tidak diperlakukan peraturan-peraturan perburuhan 
tetapi diadakan peraturan-peraturan tersendiri seperti Undang-undang Nomor 
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan-peraturan 
lainnya.34  
Dengan demikian maka hukum perburuhan dapat bersifat privat atau 
perdata dan dapat pula bersifat publik. Dikatakan bersifat privat atau perdata 
karena hukum perburuhan mengatur pula hubungan antara orang 
perorangan, dalam hal ini antara buruh dengan majikan, dimana didalam 
hubungan kerja yang dilakukan membuat membuat suatu perjanjian yang 
lazim disebut perjanjian kerja. Sedangkan ketentuan mengenai perjanjian ini 
                                                          
33 Zainal Askin dkk, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Jakarta, 2010, hlm. 3 
34 Ibid, Hlm.4 
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diatur dalam Buku III KUH Perdata. Hukum Perburuhan juga disebut bersifat 
publik karena, dalam hal-hal tertentu pemerintah ikut campur tangan dalam 
menangani masalah-masalah perburuan, misalnya dalam penyelesaian 
perselisihan perburuhan dan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yakni 
dengan dibentuknya  Panitia Penyelesaian  Perselisihan Perburuhan Daerah 
(P4D) dan Panitia Penyelesain Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), serta 
adanya sanksi pidana dalam setiap peraturan perundang-undangan 
perburuan.35  
1. Buruh atau Pekerja 
Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.36 Dalam pengertian lain 
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan buruh atau pekerja adalah orang 
yang bekerja pada majikan atau perusahaan apapun jenis pekerjaan yang 
dilakukan, seseorang dikatakan buruh apabila dia telah melakukan hubungan 
kerja dengan majikan, jika tidak melakukan hubungan kerja maka ia hanya 
disebut tenaga kerja dan belum termasuk buruh atau pekerja.37 
 
 
                                                          
35 Ibid, Hlm.4 
36 Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
37 Paulus Dading Intriatmoko, Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, diakses dari 
www.menujuhukum.blogspot.co.id  pada 29 Desember 2015 
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2. Tenaga Kerja  
Pengertian tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, 
pekerja informal, serta orang yang belum bekerja atau pengangguran38, 
sedang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah : “setiap orang 
yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan 
kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat”.39 
3. Hubungan kerja  
 Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau 
buruh, berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan di 
dalamnya seperti upah dan perintah.40 Hubungan kerja terjadi antara 
pengusaha dan pekerja setelah adanya perjanjian kerja.  
 Dari pengertian tersebut jelas bahwa hubungan kerja sebagai bentuk 
hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara 
pekerja dan pengusaha. Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh 
bertentangan dengan perjanjian buruh atau Kesepakatan Kerja Bersama 
(KKB) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada, demikian juga halnya 
                                                          
38 Asri Wijayanti, Sinkronisasi Hukum Perburuhanterhadap Konvensi ILO, Bandung, 2012, hlm. 20.  
39 G. Karta sapoetra dan RG. Widyanngsih, Op Cit.hlm.4 
40 Pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
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dengan peraturan perusahaan, substansi dari isinya tidak boleh bertentangan 
dengan KKB atau PKB.41 
4. Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja 
Dalam bahasa Belanda perjanjian kerja disebut dengan 
Arbeidsoverenkoms, Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau 
buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 
kerja, hak dan kewajiban para pihak.42 Sedangkan Imam Soepomo, 
berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana salah 
satu pihak (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dan menerima upah dari 
pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk 
mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Sedang dalam pengertian 
lain disebutkan bahwa, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak 
kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk berada dibawah perintah pihak 
lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan 
menerima upah.43  
F. Hak-hak Pekerja Perempuan 
Indonesia merupakan negera yang mejamin para pekerja perempuan 
diberikan perlindungan terhadap hak dasar yang dimilikinya, yakni berupa 
                                                          
41 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 , hal. 63 
42 Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  
43 Pasal 1601 a KUHPerdata  
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pemberian cuti haid, cuti hamil, melahirkan atau gugur kandungan serta 
larangan untuk memperkerjakan perempuan pada malam hari.44 Ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang hal ini dimuat dalam Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1948 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 yang 
didalamnya memuat antara lain : 
a) Pasal 7 melarang perempuan bekerja pada malam hari yaitu 
antara pukul 18.00 s/d pukul 06.00. 
b) Pasal 8 melarang perempuan untuk menjalankan pekerjaan di 
dalam tambang dibawah tanah. 
c) Pasal 9 melarang pekerja perempuan menjalankan pekerjaan 
yang berbahaya bagi kesehatan dan atau kesusilaan. 
d) Pasal 13 ayat (1) pekerja perempuan tidak boleh diwajibkan 
bekerja pada hari pertama dan kedua haid. 
e) Pasal 13 ayat (2) pekerja perempuan harus diberi istirahat 
selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut 
perhitugan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan 
sesudah melahirkan anak atau gugur kandungan. 
f) Pasal 13 ayat (3) waktu istirahat sebelum saat pekerja 
perempuan menurut perhitungan akan melahirkan anak, dapat 
diperpanjang sampai selama-lamanya tiga bulan kalau di dalam 
                                                          
44 Sri warjiati, Op cit, Hlm. 19 
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suatu keterangan dokter dinyatakan bahwa hal itu perlu dilakukan 
selama waktu kerja. 
g) Pasal 13 ayat (4) mengatur tentang pekerja perempuan yang 
anaknya masih menyusu, harus diberi kesempatan sepatutnya 
untuk meyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu 
kerja. 
Kemudian secara spesifik perlidungan terhadap pekerja perempuan diatur 
kembali dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.45  
1. Pasal 81 
(1). Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan   
sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib 
bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. 
(2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama. 
2. Pasal 82  
(1). Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 
1,5 (satu setengah) bulan selama saatnya melahirkan anak dan 
1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut 
perhitungan dokter kandungan atau bidan.  
                                                          
45 Ibid. Hlm.20   
 26 
 
(2).Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan 
berhak memperoleh istirahat 1,5 (setengah bulan) bulan atau 
sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.  
3. Pasal 83 
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus 
harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika 
hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.  
 
G. Sanksi-Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Pekerja Perempuan 
1. Sanksi Administratif  
Sanksi administratif terjadi bila pengusaha atau siapapun 
memperlakukan pekerja termasuk perempuansecara diskiriminasi. Misalnya 
dalam hal mendapatkan kesempatan kerja. Pasal 190 Undang Undang 
Ketenagakerjaan (UUKK). Bentuk diskirminatif tersebut berupa46 : 
a) Teguran  
b) Peringatan tertulis 
c) Pembatasan kegiatan usaha  
d) Pembukuan kegiatan usaha 
e) Pembatalan persetujuan  
f) Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi  
g) Pencabutan izin usaha (Pasal 190 UUKK)  
 
                                                          
46 Libertus Jebani, Hak-hak pekerja perempuan, Komnas Wanita. 
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2. Sanksi Perdata  
Alasan-alasan pemberlakuan sanksi perdata adalah apabila pekerjaan 
yang diperjanjikan tersebut ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan 
norma-norma umum. Akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum. 
Pasal 52 dan PasaL 155 UUKK.47  
3. Sanksi Pidana  
Sanksi pidana penjara dan/denda terhadap pelanggaran hak pekerja 
perempuantermuat dalam beberapa pasal UUK. Berikut beberap ketentuan 
yang mengatur tentang sanksi pidana penjara dan/denda tersebut48 : 
a) Sanksi tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara 
paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan atau 
denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 
400.000.000,- bagi pengusaha yang tidak memberikan kepada 
pekerja perempuanhak istirahat selama 1,5 bulan sebelum 
melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan sesai keterangan 
dokter atau bidan (pasal 185). 
b) Sanksi tindak pidana pelanggaran dan diancam penjara palung 
singkat satu bulan dan paling lama empat tahun dan atau denda 
paling sedikit Rp.10.000.000,- dan paling banyak Rp. 400.000.000,- 
                                                          
47 Ibid  
48 Ibid  
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bagi pengusaha yang tidak membayar upah bagi pekerja 
perempuanyang sakit pada hari pertama dan hari kedua padamasa 
haidnya sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya (Pasal 
186 UUKK). 
c) Sanksi pidana pelanggaran dengan ancaman hukuman kurungan 
paling sedikit satu bulan dan paling lama dua belas bulan dan atau 
denda paling sedikit Rp. 10,000.000,- dan paling banyak Rp. 
100.000.000,- terhadap pengusaha yang : 
1. Memperkerjakan perempuanyang berumur kurag dari 18 tahun 
antara pukul 23.00 s/d pukul 07.00. 
2. Memperkerjakan perempuanhamil yang menurut keterangan 
dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan 
kandungannya maupun dirinya bila bekerja pada pukul 23.00 
s/d 07.00. 
3. Memperkerjakan pekerja perempuanantara pukul 23.00 s/d 
07.00 yang tidak memberika makanan dan minuman serta tidak 
menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja. 
4. Tidak menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja 
perempuanyang berangkat dan pualng kerja antara pukul 23.00 




4. Teguran, Peringatan dan Pencabutan Izin Usaha  
Sanksi administratif berupa teguran peringatan dan bahkan 
pencabutan izin usaha dapat dijatuhkan kepada perusahaan/pengusaha jika 
melakukan pelanggaran sebagai berikut49: 
1) Melakukan diskiriminasi kesempatan kerja kepada pekerja. 
2) Perusahaan penempatan tenaga kerja yang memungut biaya  
penempatan kepada pekerja. 
3) Perusahaan yang tidak membentuk lembaga kerja bipatrit padahal 
sudah memperkerjakan lebih dari 50 orang pekerja. 
4) Pengusaha tidak mencetak atau memperbanyak naskah perjanjian kerja 
bersama. 
5) Pengusaha yang tidak memberikan bantuan paling lama enam bulan 
terhitung sejak hari pertama ditahan oleh pihak yang berwajib kepada 
keluarga pekerja yang menjadi tanggung jawabnya. Kewajiban 
pengusaha tersebut sudah diatur dengan persentase sebagai berikut : 
untuk satu orang tanggungan 25% dari upah, dua orang tanggungan 
35% dari upah , tiga orang tanggungan 45%dari upah, empat orang 
atau lebih tanggungan 50% dari upah (Pasal 190 UUKK). 
                                                          
49 Ibid  
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Sanksi lain yang dapat dijatuhkan adalah batalnya perjanjian kerja 
atau berubahnya perjanjian kerja dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 
menjadi pernjanjian kerja waktu tidak tertentu (PWKTT). Dalam bahasa 
sederhana, pekerja berubah status dari pekerja kontrak menjadi pekerja 
tetap. Inilah yang disebut sebagai sanksi perdata.50 
Sanksi perdata dalam perselisihan industrial dapat dijatuhkan kepada 
pengusaha dan pekerja. Bentuk sanksinya adalah berupa : 
a) Batalnya perjanjian kerja bila perjanjian kerja bukan karena 
kesepakatan dan kecakapan kedua belah pihak. 
b) Batalnya perjanjian kerja apabila pekerjaan yang diperjanjikan tersebut 
bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban 
umum. 
c) Batalnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bila sebelumnya tidak 
ada penetapan dari pengadilan hubungan industrial untuk jenis PHK 
yang mempersyaratkan adanya penetapan dari pengadilan hubungan 
industrial. 
d) Hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penerima 
borongan pekerjaan beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja 
dengan pemberi pekerjaan apabila pekerjaan yang diborongkan tidak 
memenuhi syarat (Pasal 65 ayat (8) dan (9) UUKK). 
                                                          
50 Ibid  
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e)  Status hubungan kerja antara pekerja dengan PPJP beralih menjadi 
hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja apabila PPJP itu 
digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan tugas 
pokok/produksi (Pasal 66 ayat (3) dan (4) UUKK). 
f) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah, maka pekerja yang 
melakukan mogok dianggap mangkir dan apabila sudah dipanggil 
secara patut dan tertulis, pekerja tidak juga datang maka dianggap 
mengundurkan diri. Ia tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan 
uang penghargaan masa kerja. 
g) Mogok kerja di perusahaan yang melayani kepentingan umum atau 
yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia sehingga jatuh 
korban maka dianggap sebagai melakukan kesalahan berat. Pekerja 
bersangkutan tidak berhak mendapatkan uang pesangon.51 
 
5. Kurungan/Penjara  
Pengusaha yang melakukan pelanggaran berat dapat dijatuhkan 
sanksi kurungan/penjara dan/atau denda. Berikut ini sebagian dari bentuk-
bentuk sanksi pidananya yaitu52 :  
                                                          
51 Ibid  
52 Ibid  
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a) Bagi pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerja program 
pensiun dan tidak memberikan kompensasi PHK sesuai ketentuan 
pasal 156 UUKK dikenakan anacaman sanksi pidana penjara paling 
singkat satu tahun dan paling lama dan/atau denda paling sedikit Rp. 
100.000.000,- dan paling banyak Rp 500.000.000,- (Pasal 184 
UUKK).  
b) Bagi pengusaha penempatan tenaga kerja di perusahaan swasta 
yang memungut biaya kepada pekerja diancam pidana denda paling 
sedikit Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.00,- 
c) Pengusaha yang membayar upah dibawah minimum digolongkan 
sebagai kejahtan dan diancam pidana penjara paling singkat sat 
tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 
100.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- (Pasal 185 ayat (6) UUKK). 
d) Bagi pengusaha akan dijatuhi pidana penjara paling singkat satu 
tahun dan  paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- bagi pengusaha yang tidak 
membayar kepada pekerja yang mengalami PHK yang setela enam 
bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, 
karena dalam proses perkara pidana, uang penghargaan masa kerja 
satu kali ketentuan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan 
Pasal 185 ayat (10) Undang-undang Ketenagakerjaan.  
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e) Pengusaha akan dijatuhi sanksi pidana pelanggaran dengan 
ancaman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama empat 
bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 
400.000.000,- bagi pengusaha yang : 
1. Tidak membayar upah dalam hal pekerja tidak dapat melakukan 
pekerjaan karena sakit. 
2. Tidak membayar upah pekerja perempuanyang sakit pada hari 
pertama dan kedua masa haid. 
3. Tidak membayar upah kepada pekerja yang tidak masuk kerja 
karena alasan pekerja menikah, menikahkan anak, 
mengkhitankan/membaptis anak, atau karena 
istri/anak/menantu/orang tua/mertua dan anggota keluarga 
dalam hal satu rumah meninggal dunia. 
4. Tidak membayar upah pekerja yang sedang menjalankan 
kewajiban terhadap negara dan kewajiban terhadap agamanya. 
5. Tidak memperkerjakan pekerja, pekerjaan yang diperjanjikan. 
6. Memaksa pekerja untuk bekerja padahal pekerja sedang 
melaksanakan istirahat. 
7. Pengusaha yang memaksa pekerja untuk bekerja pada saat 
bekerja sedang melaksanakan tugas pendidikan dari 




H. Organisasi Buruh Internasional (ILO) 
Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong 
terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta 
memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang 
terkait dengan dunia kerja. ILO adalah satu-satunya badan “tripartit” PBB 
yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk 
bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program. ILO 
adalah badan global yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan 
mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Bekerjasama 
dengan 187 negara anggotanya, ILO berupaya memastikan bahwa standar-
standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun 
praktiknya.53 
Organisasi Buruh Internasional, berkedudukan pusat di Jenewa, 
didirikan pada 1919 merupakan bagian dari Perjanjian Perdamaian Versaille. 
Selain menjadi badan khusus PBB tertua, ILO juga merupakan organisasi 
HAM paling penting dibidang hak ekonomi.54 
ILO yang keberadaannya telah lebih dari 97 tahun ini, telah 
merumuskan hampir dari 200 konvensi internasional. Konvensi-konvensi 
                                                          
53 Sekilas tentang ILO, diakses  dariwww.ilo.org pada 5 Desember 2015. 
54 Mounfred Nowak, Pengantar Pada Rezim HAM Internasional, 2003. Hlm. 150 
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yang diatur oleh ILO menjadi standar minimum internasional untuk hak 
ekonomi dan sosial. Standar semacam ini mencakup hak atas pekerja dan 
perlindungan dari diskriminasi pekerjaan. ILO terbentuk pada akhir perang 
dunia pertama sejalan dengan disahkannya konstitusi ILO oleh konfrensi 
perdamaian di Versailles bulan April 1919. Ada tiga alasan pembentukan ILO 
yaitu : 
a. Kemanusiaan. ILO didirikan sebagai upaya memperbaiki 
kesejahteraan para pekerja/buruh yang ketika itu, sangat 
tereksploitasi tanpa memperhatikan kesehatan, kehidupan 
keluarga dan masa depan mereka.  
b. Politis. Ketidakadilan yang dialami para pekerja/buruh yang 
jumlahnya kian bertambah akibat industrialisasi menimbulkan 
konflik yang mengancam perdamaian dunia. 
c. Ekonomi. Didasari sepenuhnya bahwa tuntutan yang tinggi atas 
kesejahteraan pekerja atau buruh bukanlah suatu hal yang 
menarik bagi para pengusaha karena dianggap meningkatkan 
biaya produksi dan melemahkan daya saing. 
1. Fungsi dan Tugas International Labour Organization (ILO) 
Tujuan didirikannya ILO adalah untuk meningkatkan keadilan sosial 
bagi masyarakat di seluruh dunia, khususnya kaum pekerja. Dalam Konstitusi 
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lLO dinyatakan bahwa perdamaian abadi hanya mungkin tercipta atas dasar 
keadilan sosial, goncangan yang terjadi dalam tataran sistem 
ketenagakerjaan dapat mengancam keserasian dan ketentraman hidup.55  
Tahun 1998 dalam Konferensi Perburuhan internasional (International 
Labour Conference) negara-negara yang yang menghadiri konferensi 
sepakat untuk mengadopsi Deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dan hak-hak 
mendasar di tempat kerja. Prinsip dan hak ini adalah hak atas kebebasan 
berserikat dan perundingan bersama, serta penghapusan pekerjaan untuk 
anak, kerja paksa dan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Jaminan 
atas prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, berdasarkan. Dengan 
adanya deklarasi ini memungkinkan masyarakat untuk menuntut secara 
bebas kesetaraan peluang, atas kekayaan yang ikut mereka hasilkan dan 
untuk menggali potensi mereka sepenuhnya sebagai manusia.56 Tujuan yang 
ingin dicapai oleh ILO :57  
1) Merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk 
memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja.  
2) Menyusun standar ketenagakerjaan intenasional untuk dijadikan 
pedoman bagi negara anggota dalam membuat dan 
                                                          
55 Sony Reverend, Fungsi ILO, diakses dari http://sonyrev.blogspot.co.id/2011/12/fungsi-ilo.html 
diakses pada 4 Desember 2015  
56 Ibid.  
57 Ibid.  
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melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan khususnya dalam 
membuat peraturan perundangan ketenagakerjaan.  
3) Melakukan perbaikan syarat-syarat kerja dan norma kerja serta 
upaya mengatasi masalah pengangguran. 
4) Merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk 
memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja;  
5) Menyusun standar ketenagakerjaan Internasional untuk dijadikan 
pedoman bagi negara anggota dalam membuat dan 
melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan khususnya dalam 
membuat peraturan perundangan ketenagakerjaan.  
6) Melakukan perbaikan syarat-syarat kerja dan norma kerja serta 
upaya mengatasi masalah pengangguran.  
 
2. Produk Hukum dari ILO 
Ada dua macam instrumen dari ILO yaitu konvensi (convention) dan 
rekomendasi (recommendation). Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) konstitusi 
ILO, dikatakan bahwa suatu produk bahasan agenda sidang berbentuk 
konvensi atau rekomendasi bergantung pada keadaan yang menjadi ruang 
lingkup atau konteks dari subjek atau aspek yang dibahas. Minimal dua 
 38 
 
pertiga suara delegasi yang hadir diperlukan untuk menentukan bentuk 
sebagai konvensi atau rekomendasi.58 
Terdapat beberapa perbedaan antara keduanya, konvensi di 
maksudkan untuk diratifikasi. Terdapat kewajiban hukum yang mengikat, 
sedangkan rekomendasi tidak dimaksudkan untuk ratifikasi, dan tidak 
mengikat, hanya memberikan petunjuk untuk kebijakan nasional dan 
tindakannya.59 Berdasarkan Pasal 19 ayat (5) disebutkan bahwa selambat-
lambatnya satu tahun dari sidang penutupan konferensi, anggota wajib 
membawa konvensi itu ke pihak yang berwenang untuk di ratifikasi. Apabila 
telah diratifikasi terdapat maka kewajiban negara untuk memberikan laporan 
mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan. Jika belum dilakukan 
diratifikasi, maka tidak ada kewajiban. Tetapi anggota wajib melaporkan 
kepada Dirjen Kantor Perburuhan Internasional tentang posisi perundang-
undangan dan praktek perburuhan nasionalnya yang berkaitan dengan hal-
hal yang dibahas dalam konvensi.60 
Produk hukum ILO yang lainnya adalah ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Right at Work. (Deklarasi ILO mengenai prinsip 
dan hak dasar di tempat kerja) ditanda-tangani tanggal 19 Juni 1998 ini 
menyatakan bahwa semua yang belum meratifikasi konvensi-konvensi 
                                                          
58 Asri Wijayanti Op cit, Hlm. 45 
59 Sentonoe Kertonegoro, Kebebasan Berserikat (freedom of associatioan), YTKI, 1998, Hlm. 3-4  
60 Asri Wijayanti Op cit, Hlm. 46   
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tersebut, memiliki kewajiban yang timbul dari fakta keanggotaan dalam 
organisasi untuk menghormati, mempromosikan, dan mewujudkan dengan 
itikad baik, prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar yang merupakan subjek dari 
konvensi (disebut sebagai core convention atau konvensi inti) yaitu :  
a. Kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak 
untuk    berunding bersama.61 
b. Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib.62 
c. Penghapusan secara efektif pekerja anak.63 
d. Penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.64 
Core Convention merupakan inti dari hak-hak dasar yang 
diperjuangkan oleh ILO dalam mencapai keadilan sosial yang menjadi 
landasan bagi terciptanya perdamaian dunia.65 
I. Konvensi Sebagai Sumber Hukum Internasional 
Perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja diartikan 
sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-
                                                          
61 Meliputi Konvensi 87 (Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak 
Berorganisasi) dan Konvensi  98 (Konvensi tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama). 
62 Meliputi Konvensi 29 (konvensi tentang Kerja Paksa) dan Konvensi 105 (Konvensi tentang 
Penghapusan Kerja Paksa). 
63 Meliputi konvensi 138 (Konvensi tentang Usia Minimum).  
64 Meliputi Konvensi 100 (Konvensi tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan pekerja 
wanita) dan konvensi 111 (Konvensi tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan).  
65 Asri Wijayanti Op cit, Hlm. 73-74 
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bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.66  
Konvensi internasional, baik umum maupun khusus, yang membentuk 
aturan-aturan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang 
bersengketa.67 
Perjanjian internasional sebagai sumber hukum dibagi atas dua golongan 
yakni : 
A. Treaty contract dimaksudkan sebagai suatu bentuk perjanjian dalam 
hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para 
pihak yang mengadakan perjanjian itu dan pihak ketiga umumnya tidak 
dapat ikut serta dalam perjanjian ini. Seperti perjanjian perbatasan, 
perjanjian perdagangan dan perjanjian pemberantasan 
penyelundupan.  
B. Law making treaties, diartikan sebagai perjanjian yang meletakkan 
ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai 
keseluruhan. Seperti Konvensi Perlindungan Korban Perang, Konvensi 
Hukum Laut dan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. 
Perjanjian law making treaties selalu terbuka bagi pihak lain yang 
sebelumnya tidak turut serta karena yang diatur dalam perjanjian ini 
                                                          
66 Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional, Bandung, P.T. Alumni, 2003, Hlm. 115 
67 Benny setianto, Sumber Hukum Internasional, Diakses  dari http://bennysetianto.blogspot.com. 
Pada Rabu, 13 Januari 2014 
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adalah suatu hal yang umum mengenai semua anggota masyarakat 
internasional.68  
Sedangkan konvensi internasional sebagai sumber hukum 
internasional menurut Boer Mauna, adalah konvensi yang berbentuk law 
making treaties yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan 
prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku secara umum.69 Treaty Contract 
menurut J. G. Starke tidak secara langsung menjadi sumber hukum 
internasional. Namun demikian, treaty contract ini diantara peserta atau 
penandatangan dapat menjadi hukum yang khusus. Perjanjian-perjanjian 
demikian dapat memberi arahan kepada perumusan ketentuan hukum 
internasional melalui pemberlakuan prinsip-prinsip yang mengatur kaidah 
Dalam law making treaties ini negara-negara bersepakat merumuskan secara 
komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang akan merupakan 
pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan 
hukumnya satu sama lain. Kebiasaan Pemberlakuan treaty contract sebagai 
sumber hukum internasional harus memperhatikan 3 ketentuan yakni :70 
1. Treaty contract tersebut merupakan serangkaian perjanjian yang   
menetapkan aturan yang sama secara berulang-ulang dapat 
                                                          
68 Mochtar Kusumaatmadja, Op Cit,  Hlm.122-124 
69 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, 
Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2001, Hlm.9 
70 J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to international Law, alih bahasa: 
Bambang Iriana Djajaatmadja), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.55-56 
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membentuk suatu prinsip hukum kebiasaan internasional yang 
maksudnya sama. 
2. Perjanjian tersebut pada mulanya dibentuk hanya diantara sejumlah 
peserta terbatas kemudian kaidah yang dimuat dalam perjanjian 
tersebut digeneralisasikan dengan adanya penerimaan. 
3. Suatu perjanjian dapat dianggap mempunyai nilai pembukti mengenai 
adanya suatu kaidah yang dikristalisasikan menjadi hukum melalui 
proses perkembangan yang berdiri sendiri. 
 
J. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Wanita  
Komite ini dibentuk berdasarkan Convention on the Elimination of All 
Form of Discrimination againts Women (CEDAW),  Konvensi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan tujuan untuk 
mempertimbangkan kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan konvensi  
Pasal 17. Komite belum mengembangkan hukum yang berkaitan dengan 
keputusan terhadap kasus-kasus terdahulu karena komite belum mempunyai 
kewenangan untuk menerima dan memaksa komunikasi yang menyatakan 
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terjadinya pelanggaran terhadap konvensi tetapi, komite telah mengesahkan 
sejumlah besar rekomendasi umum sesuai dengan Pasal 21 konvensi71 
Satu naskah penting adalah Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang 
Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh Komite pada sidangnya 
ke-11 tahun 1992.72 Haruslah diingat kembali bahwa komisi untuk Status 
Perempuan telah mengesahkan suatu rancangan deklarasi. Tentang pokok 
masalah yang sama. Rekomendasi Umum Nomor 19 berisi suatu pernyataan 
penting tentang tanggung jawab Negara. “Berdasarkan hukum internasional 
umum dan konvenan khusus untuk masalah asasi manusia, Negara juga 
dapat bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pribadi kalau mereka gagal 
untuk bertindak dengan semestinya untuk mencegah pelanggaran terhadap 
hak-hak atau untuk mnyelidiki dan menghukum tindak kekerasan, dan untuk 
menyediakan kompensasi. 73  
Rekomendasi Umum Nomor 19 merupakan suatu tinjauan terinci dan 
mendalam mengenai isu kekerasan terhadap perempuan yang mengandung 
komentar umum, yakni komentar tentang pasal khusus mengenai konvensi 
                                                          
71 Pasal 21 ayat (1) Panitia, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, setiap tahun wajib melapor kepada 
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatannya serta dapat memberi saran-saran 
dan rekomendasi umum berdasarkan penelitian laporan-laporan dan keterangan yang diterima dari 
negara-negara peserta. Saran-saran dan rekomendasi umum tersebut wajib dimasukkan dalam 
Laporan Panitia bersama-sama dengan tanggapan, jika ada, dari negara-negara peserta. 
Pasal 21 ayat (2) Sekretaris Jendral wajib mengirim laporan-laporan Panitia kepada Komisi Kedudukan 
Perempuan untuk diketahui. 
72 HRI/GEN/1, bagian III, Rekomendasi Umum Nomor 19 




dan rekomendai-rekomendasi khusus, untuk keperluan studi ini rekomendasi-
rekomendasi khusus itu sangat relevan, terutama yang berkenanaan dengan 
tindakan-tindakan protektif dan preventif, kompensasi dan rehabilitasi.74 
Rekomendasi-rekomendasi khusus antara lain memberikan :  
a. Pelayanan protektif dan dukungan yang layak bagi para korban 
(paragraph 24 b)  
b. Tindakan preventif dan rehabilitasi (paragraph 24 h)  
c. Prosedur pengaduan dan upaya perbaikan yang efektif, termasuk 
kompensasi (paragraph 24 ayat 1)  
d. Rehabilitasi dan konseling/pemberian nasihat (paragraph 24 k)  
e. Terjangkaunya pelayanan bagi korban yang hidup di daerah-daerah 
terpencil (paragraph 24 o) 
f. Pelayanan untuk memastikan keselamatan dan keamanan para 
korban dan program rehabilitasi (paragraph 24 r) 
g. Tindakan hukum efektif, termasuk ketentuan-ketentuan tentang 
kompensasi, tindakan preventif, tindakan protektif (paragraph 24 t) 
CEDAW adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 dan mulai berlaku 
pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, 
                                                          
74 Cedaw-seasia.org/docs/Indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf.  
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lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan 
Negara Peserta Konvensi75.  CEDAW menetapkan secara universal prinsip-
prinsip persamaan hak untuk wanita, disegala bidang politik, ekonomi, sosial, 
budaya, dan sipil, konvensi mendorong diberlakukannya perundang-
undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-
tindakan khusus sementara untuk mempercepat mengakuan dan hak yang 
sama antara laki-laki dan wanita, termasuk didalamnya mengubah praktek-
prakek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas dan 
superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotype untuk perempuan 
dan pria. 
Komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dibentuk pada 
tahun 1982, setelah konvensi dinyatakan berlaku. Tugas utamanya adalah 
untuk mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada komite 
dari negara-negara peserta mengenai langkah-tindak legislatif, judikatif, 
administratif dan tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan konvensi.76 
Komite memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi negara-negara 
peserta mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan 
konvensi. 
                                                          




K. Hak-Hak Perempuan di Bidang Profesi dan Ketenagakerjaan 
Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan 
ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik 
sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat 
pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan 
yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan 
kemampuannya, sehingga para perempuan dapat melakukan seleksi kerja 
tanpa ada diskriminasi apapun. Saat mendapat pekerjaan, seorang 
perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu 
mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja 
yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan 
pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk juga hak untuk 
mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya. Setelah 
mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti 
dan meninggalkan pekerjaannya. Maka ketika pekerjaan itu berakhir, seorang 
perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon yang adil 
dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya 77 
Dasar hukum atas hak tersebut diatur dalam instrumen internasional 
pada Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 6 
ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) butir (a) dan (b) Konvensi Internasional 
                                                          
77 Sri Warjiati, Op Cit, Hlm.132 
 47 
 
tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, yang didalamnya diatur hak-
hak seseorang atas suatu profesi dan pekerjaan yang berlaku bagi semua 
orang pada Pasal 11 CEDAW, Pasal 3 Konvensi tentang Hak-Hak Politik 
Wanita, dapat ditemukan adanya perlindungan hak tersebut yang 
diberlakukan lebih khusus kepada semua perempuan.78 
Dalam instrumen nasional hal ini dapat ditemukan pada Pasal 76 
Undang-Undang Nomor 76 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 49 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa 
”Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, 
jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-
undangan”.79 
 
L. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Pekerja Perempuan 
Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang sering diterima para pekerja 
perempuan diantaranya berupa :  
1. Pelecehan seksual 
Pelecehan seksual yang dimaksudkan adalah dengan pemberian suatu 
perhatian yang bersifat seksual yang dilakukan dengan kata-kata, atau 
                                                          
78 Ibid. 
79 Nursyahbani Katjasungkana, Op Cit. Hal.41 
 48 
 
perbuatan yang tidak dikehendaki terjadi. Dalam hubungan kerja yang sering 
menjadi korban pelecehan seksual sebagian besar adalah pihak perempuan 
berikut ini adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi ditempat 
kerja.80 :  
Verbal Non Verbal Fisik 
Pesan bernada seks 
Isyarat-isyarat seks seperti, 
mengerdipkan mata dan 
menjulurkan lidah 
Menjamah 
Siul-siul bernada seks Menatap atau melirik 
Merangkul atau 
mencium 
Lelucon bernada seks 









Siulan atau teriakan 
yang menyengkelkan 
  
Ajakan untuk kencan   
(sumber : Buku pedoman  Perlindungan Pekerja Perempuan oleh ILO) 
Pelaku pelecehan seksual ditempat kerja beragam mulai dari rekan 
kerja, atasan, ataupun pelanggan. Penanganan terhadap korban pelecehan 
seksual dianggap penting sebab jika tidak hal tersebut mengakibatkan 
kerugian pada korban berupa kepedihan mental dan emosional, dan kurang 
efektif dalam melakukan pekerjaan, Pelecehan seksual juga dianggap 
                                                          
80 Pedoman Perlindungan Pekerja Perempuan. Kantor Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). 
Jakarta. Hlm.3  
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bersifat urgent untuk dihadapi sebab berakibat pada perusahaan pada citra 
yang buruk dari masyarakat, penurunan produktivitas kerja dan moral kerja.81 
2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  
PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah terputusnya hubungan 
kerja antara pekerja dengan pengusaha yang dapat timbul baik dari 
pengusaha maupun pekerja itu sendiri. Disebabkan oleh karena kesalahan 
pekerja, atau kehendak pengusaha atau karena kondisi hubungan kerja itu 
sendiri yang tidak dapat dipertahankan lagi.82 
Apabila PHK memang sudah tidak dapat lagi dihindarkan, maka untuk 
tidak menambah penderitaan bagi pekerja dan timbulnya tindak kesewenang-
wenangan pihak pengusaha, diaturlah mekanisme dan tata cara 
penyelesaian di dalam peraturan perundang-undangan.  
Perangkat peraturan perundang-undangan tentang pemutusan hubungan 
kerja (PHK) : 
1. UU No.12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di 
Perusahaan Swasta  
2. UU No.22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan  
                                                          
81 Ibid. Hlm.4 




3. Permenaker No.03 Tahun 1996 tentang Pemutusan Hubungan Kerja 
dan Penetapan Uang Pesangon Uang Jasa dan Ganti Kerugian di 
Perusahaan Swasta. 
4. Kepmenaker No.15 A tahun 1994 tentang Petunjuk Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK di Tingkat Perusahaan dan 
Pemerantaraan.83 
 
3. Eksploitasi Terhadap Para Pekerja Migran  
Pekerja migran merupakan pekerja yang melakukan migrasi dari 
daerahnya atau tempat asalnya ke tempat lain dan kemudian bekerja untuk 
jangka waktu yang relatif menetap.84 Di Indonesia perlindungan pekerja 
migran diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Hak-hak 
Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan Konvensi Tahun 1990 
tentang Pekerja Migran. Berbicara mengenai pekerja migran khususnya 
untuk para TKW dan TKI, tidak jarang ditemui kasus mengenai 
penganiayaaan dan pelanggaran yang dilakukan kepada mereka, berikut ini 
adalah bentuk-bentuk eksploitasi yang sering terjadi kepada para pekerja 
migran.85 
                                                          
83 Konvensi Mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Kantor 
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Jakarta. Hlm.1 
84 Edi Suharto, Permasalahan Pekerja Migran : Perspektif Pekerja Sosial. Diakses dari www.policy.hu 
pada Desember 2015  
85 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta. Hlm.17 
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a. Bekerja di satu majikan, tetapi dipekerjakan dilebih dari satu tempat. 
b. Tidak diberi tempat tinggal yang memadai dan dipaksa tidur di kamar 
mandi. 
c. Tidak diberi cukup makan. 
d. Dipaksa melayani hasrat seksual majikan pria. 
e. Eksploitasi seksual seperti diperdagangkan dengan menjadi pelacur. 
f. Tidak mendapat alat keselamatan dan keamanan kerja, helm dan 
sarung tangan yang memadai. 
g. Bekerja 12-20 jam sehari (overtime) tanpa istirahat yang memadai. 
h. Bekerja tanpa dibayar atau dibayar tapi dengan upah rendah tidak 
sesuai dengan kontrak. 
i. Beban kerja berlapis mengurus anak, membersihkan rumah dan 
memasak di rumah majikan dengan ukuran besar dan anggota 
keluarga yang banyak. 
j. Pemotongan gaji selama 6-12 bulan. 
Pekerja migran juga mengalami berbagai diskriminasi lain, diantaranya 
diskriminasi berbasis agama yaitu larangan menjalankan ibadah sesuai 
agama yang dianut. Juga ditemukan beberapa jenis pelanggaran yang terkait 
dengan hak atas dokumen pribadi yakni perampasan dokumen pribadi oleh 
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majikan, dan pekerja migran tidak diperkenankan memegang dokumen 
pribadi milik mereka.86 
Salah satu kasus penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) 
adalah kasus penganiayaan terhadap Siti Hajar. TKW asal Garut Jawa Barat. 
Ramai diperbincangkan terkait penyiksaan terhadap dirinya oleh majikannya 
di malaysia. Kasus Siti hajar ini bukanlah yang pertama yang diterima oleh 
para TKW Indonesia di Malaysia. Siti Hajar mengalami penyiksaan berat oleh 
majikannya Hau Yuang Tyng alias Michele. Selama bekerja 34 bulan di 
rumah majikannya, Siti tidak pernah mendapatkan gaji serta mendapat 
penyiksaan fisik berupa pemukulan dan penyiram air panas dibagian muka 
dan tubuhnya. Karena tak tahan dengan perlakuan majikannya, Siti Hajar 
kabur dari rumah majikannya dan menumpang taksi yang kemudian 
membawanya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. 
Demi menanggulangi semakin banyaknya pelanggaran hak, 
penyiksaan, serta pelecehan seksual yang diterima oleh pekerja Indonesia 
yang bekerja sebagai migran terutama para TKW yang bekerja sebagai 
pembantu rumah tangga. Maka Indonesia dengan negara-negara penerima 
pekerja migran membangun kerjasama baik dalam bentuk kerjasama umum, 
kesepahaman dan kesepakatan bilateral. Seperti Memorendum of 
Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang 
                                                          
86 Ibid. Hlm.18 
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telah dibuat dua kali yaitu pada tahun 2004 tentang pekerja migran formal 
dan tahun 2006 Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Namun MoU 
tersebut tidak selalu berpengaruh terhadap kondisi pekerja migran seperti 
dinyatakan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Johor Baru 
menyatakan “ ada banyak ketentuan yang tidak diterapkan oleh kedua 
negara dan kurangnya tegas terhadap para pelaku”. Di luar pelaksanaanya 
yang tidak maksimal, MoU tentang PLRT menuai banyak kritik karena 
memberikan peluang dipegangnya dokumen pekerja migran oleh majikan.87 
KJRI Johor Baru mencatat bahwa dari banyaknya pekerja migran 
indonesia yang dideportasi, sekitar 10% adalah TKI yang sah namun 
kemudian tidak mempunyai dokumen dikarenakan lari dari majikan dengan 
berbagai alasan dan ditelantarkan. 
Karena pelaksanaanya dianggap kurang maksimal maka dibuat Letter of 
Intent (LoI) tahun 2010 untuk mengamandemankan MoU tahun 2009 tentang 
Rekrutmen dan penempatan PRT Indonesia, isi dari LoI adalah: 
a) PRT akan mendapat waktu istirahat 1 hari per minggu seperti yang 
telah disediakan dalam hukum ketenagakerjaan Malaysia. 
b) Kisaran upah dari PRT akan ditentukan sesuai dengan syarat dan 
kondisi dari kontrak pekerjaan dan akan didasarkan pada dorongan 
                                                          
87 Jurnal, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta. Hlm.23  
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pasar. Kedua negara akan memantau dari waktu ke waktu dan 
mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan kisaran upah 
sesuai dengan dorongan pasar. 
c) Paspor akan dipegang oleh PRT. Dalam kasus PRT melarikan diri, 
dan telah diproses sesuai hukum dan kebijakan Malaysia yang ada, 
kartu pekerja sementara mereka akan dibatalkan secara tomatis dan 
mereka tidak akan diperkenankan untuk kembali memasuki Malaysia 
untuk tujuan bekerja. 
d) Struktur biaya penempatan akan menjadi lampiran dari MoU. 
Selain MoU dengan pemerintah Malaysia, pemerintah Indonesia telah 
membangun kerjasama dengan beberapa negara penerima pekerja migran, 
baik dalam bentuk kerjasama umum, kesepahaman dan kesepakatan 
bilateral, antara lain dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, Yordania, 
Kuwait, Taiwan, Uni Emirat Arab,  Libanon, dan Qatar.88 
Pada tahun 2011 amandemen MoU 2006 telah disepakati dengan 
beberapa perubahan antara lain :  
a) Paspor : Paspor wajib disimpan TKI, dan paspor dapat disimpan 
pengguna (majikan) dengan seizin TKI untuk alasan keamanan, 
                                                          
88 Ibid. Hlm.25  
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paspor wajib dikembalikan kepada TKI setiap saat ketika diminta oleh 
yang bersangkutan. 
b) Hak cuti dan libur : Pekerja migran berhak mendapat hari libur 1 hari 
dalam seminggu, jika pekerja migran setuju bekerja pada hari libur, 
maka wajib dibayar upahnya secara profesional. 
c) Biaya penempatan (cost structure) : Biaya yang dibayarkan pengguna 
(majikan) menjadi RM2.711 atau sebesar Rp. 7.592.00 biaya yang 
dibayarkan oleh PRT : Rp. 5.040.000 atau RM 1800 
d) Joint Task Forced89 : Membentuk Joint Task Forced antara 
pemerintah Indonesia-Malaysia untuk mengawasi pelaksanaan 
amandemen MoU. 
e) Upah : Gaji berkisar RM 600-800 atau sebesar Rp. 1.775.426.00-
Rp.2.367.234.00,- 





                                                          
89 Adalah Unit atau formasi yang dibentuk untuk bekerja pada suatu tugas atau aktivitas tertentu, 





A. Tipe Penelitian 
Tipe Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi penelitian yang 
berjudul Peranan Organisasi Perburuhan Internasional Terkait Dalam Upaya 
Perlindungan dan Penyetaraan Hak Perempuan Dalam Bekerja ini adalah 
berupa  metode sosio yuridis yaitu penelitian digunakan dengan jalan 
membaca literatur,  seperti undang-undang tenaga kerja, konvensi-konvensi 
dari ILO yang telah diratifikasi, undang-undang yang terkait dengan 
penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, juga buku-buku, 
majalah-majalah, surat kabar, makalah-makalah ilmiah dan hasil penelitian 
berupa data sekunder serta wawancara dan analisis terkait penerapan 
produk hukum dari ILO. 
B. Lokasi Penelitian  
Pengumpulan data dan informasi dilakukan penulis di beberapa 
tempat seperti Kantor Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Komisi 
Nasional Anti Kekerasaan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) di 
Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender 
(P3KG), Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
1)  Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan 
yang akan dikaji. 
2) Wawancara, pada penelitian ini dilakukan pula pengumpulan bahan 
pendukung lainnya dengan cara tanya jawab, baik secara langsung 
maupun tidak langsung dengan praktisi kaitannya dengan 
permasalahan yang penulis teliti. 
 
D. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum  
Jenis data dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam 
penulisan ini antara lain : 
1. Data primer, yakni bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat yakni : 
hasil konvensi-konvensi dari ILO mengenai perburuhan khususnya 
mengenai pekerja perempuan yang telah diratifikasi dan 
diperundangkan serta konvensi mengenai penghapusan segala bentuk 




2. Data sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan 
hukum primer berupa buku-buku, hasil penelitian ilmiah yang memiliki 
kaitan dengan ILO ataupun CEDAW, kasus-kasus mengenai 
perburuhan khususnya mengenai pekerja perempuan, diskriminasi 
yang dialami kaum perempuan dalam bekerja baik yang diambil dari 
internet ataupun media cetak, maupun  hasil dari makalah-makalah 
yang berhubungan dengan topik penulisan ini.  
3. Data tersier, yakni bahan hukum penunjang yang memberikan 
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus 
hukum dan kamus besar bahasa.  
 
E.  Analisis Data 
Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis 
berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan 
secara  deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna 
memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil 
penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
International Labour Oganisatioan (ILO) berkantor pusat di Genewa 
Swiss, dengan salah satu kantor regionalnya berada didaerah Bangkok 
Thailand. Kemudian untuk  kantor perwakilan negara salah satunya berada di 
Jakarta untuk wilayah kerjanya meliputi Indonesia dan Timor Leste. Perlu 
dipahami bahwa tidak semua dari anggota negara-negara yang menyatakan 
dirinya bergabung dengan ILO memiliki kantor perwakilan negara di 
tempatnya. 
 
1. Peranan International Labour Organisation (ILO) dalam Upaya 
Penyetaraan dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Bekerja 
Berdasarkan data statistik yang dimiliki oleh ILO menunjukkan tingkat 
pengangguran pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 5.7 % mengalami 
penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Di 
Indonesia pengangguran merupakan masalah yang dihadapi kaum muda, 
dimana tingkat pengangguran di kalangan penduduk usia 1590 hingga 24 
tahun diperkirakan sebesar 17.1 % pada Februari 2014. Jumlah kaum muda 
                                                          
90 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 135 Concerning 
Minimum Age for to Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk 
diperbolehkan bekerja) Pasal 2 ayat (1) pemerintah Republik Indonesia dengan ini menyatakan 
bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun.  
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mencapai lebih dari 50 % jumlah penduduk yang menganggur dan sebagian 
besar kaum muda yang menganggur belum pernah bekerja sebelumnya, di 
Indonesia pengangguran usia muda cenderung lebih banyak, jika dibanding 
negara-negara berkembang di kawasan Asia  lainnya. Pengalaman kerja dan 
latar belakang pendidikan memainkan peran penting dalam pekerjaan, 
dimana tingkat pengangguran tertinggi berada di kalangan mereka yang 
memiliki latar belakang pendidikan SMP atau SMA.91 
Berdasarkan data yang disajikan oleh kantor ILO menunjukkan tingkat 
partisipasi angkatan kerja diperkirakan sebesar 69,2 %, dan jumlah orang 
yang bekerja pada Februari 2014 mencapai 118.2 juta. Peningkatan 
partisipasi angkatan kerja ini di dorong oleh peningkatan jumlah perempuan 
di perkotaan, yang masuk dalam angkatan kerja. Kendati demikian, 
kesenjangan antara gender dalam hal partisipasi angkatan kerja laki-laki dan 
perempuan mencapai sebesar 85.0 % dan 53.4 % pada Februari 2014.92 
Menyikapi hal ini peluang penyerapan tenaga kerja untuk pekerja 
perempuan pada sektor industri memiliki pulang yang lebih besar untuk 
industri rumahan, seperti salon, dan pembutan kerajinan tangan atau 
cindramata. Disamping itu pada sektor jasa pekerja perempuan juga memiliki 
peluang kerja yang cukup besar Menurut  Rabinah Yunus, Kepala Lembaga 
                                                          
91 Asian Decent Work Decade 2006-2015, Tren sosial dan ketenagakerjaan Agustus 2014 oleh ILO, 
diakses dari www.ilo.org pada 12 Mei, pukul 1.45. wita 
92 Ibid.  
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Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Puslitbang Kependudukan Dan 
Gender (P3KG) Universitas Hasanuddin. Pekerja perempuan pada sektor 
industri lebih diminati disebabkan karena pekerja perempuan dianggap 
memiliki sifat alami yang dimilikinya diantaranya adalah sikap telitinya., 
sehingga di beberapa bidang di sektor jasa seperti jasa traveling banyak 
menggunakan pekerja perempuan sebagai negosiator karena pekerja 
perempuan dianggap lebih muda untuk melakukan negosiasi atau lobi 
dengan rekan kerja mereka.93 Untuk jenis pekerjaan, pekerja perempuan di 
sektor jasa mungkin terlihat lebih baik dibandingkan dengan para pekerja 
perempuan yang bekerja di sektor industri sebab pekerja perempuan yang 
bekerja pada sektor jasa bekerja di lingkungan kerja atau tempat kerja yang 
anggap lebih baik, jika dibandingkan dengan para pekerja perempuan yang 
bekerja di sektor industri, seperti industri tekstil ataupun industri rokok, namun 
hal ini tidak serta merta menjelaskan terpenuhinya hak para pekerja 
perempuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran hak pekerja 
perempuan di sektor jasa, seperti beberapa kontak kerja yang memaksa 
pekerja perempuan untuk tidak menikah selama masa kontrak kerja masih 
                                                          
93 Rabinah Yunus, wawancara, Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Puslitbang 
Kependudukan Dan Gender (P3KG) di Universitas Hasanuddin  pada 11 April 2015 
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berlaku, yang pada dasarnya hal ini oleh ILO dianggap telah terjadi 
diskriminasi.94 
Pelanggaran hak pekerja perempuan tidak hanya terjadi pada sektor jasa 
maupun industri hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa peraturan 
perundang-undangan yang dianggap melanggar hak pekerja perempuan, 
seperti PERDA yang berlaku di daerah Banten Peraturan Daerah Kota 
Tanggerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran95 yang dalam Pasal 4 
disebutkan:  
 “Setiap orang  yang sikap atau perilakunya mencurigakan 
sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur 
dilarang berada dijalan-jalan umum, di rumah penginapan, losman, hotel 
asrama, rumah, penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat 
hiburan, gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan, atau dilorong-
lorong jalan, atau ditempat-tempat lain di daerah”. 96   
 
Pasal ini dianggap tidak sesuai sebab dari rumusan delik yang 
menggunakan kata “mencurigakan” kata mencurigakan yang terdapat dalam 
Pasal 4 ini dianggap memiliki makna yang akan berbeda tergantung pada 
persepsi atau pandangan setiap orang yang akan menafsirkan, sehingga 
dengan berlakunya PERDA ini pekerja perempuan enggan untuk melakukan 
                                                          
94 Lusiana Julia. Wawancara, Program Officer at International Labour Organisation. Organisasi 
Perburuhan Internasional (ILO). Jakarta. Pada tanggal 4 April 2016 pukul 10.15 WIB  
95Analisis Menteri Peraturan Kota Tanggerang PERDA No.8 Tahun 2005 diaskses dari 
www.edon79.wordpress.com  pada 6 April 2016.  
96 Peraturan Daerah Tanggerang No.8 tahun 2005 tentang Pelacuran  
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pekerjaan pada malam hari atau untuk melakukan kerja lembur. hal ini 
dianggap merugikan bagi para pekerja perempuan. Menyebabkan para 
pekerja perempuan menjadi kurang mampu memaksimalkan kemampuanya, 
tidak seperti sebelumnya kini dengan berlakunya Peraturan Daerah (PERDA) 
tersebut para perempuan menjadi enggan untuk meninggalkan rumah pada 
malam hari. Hal ini secara otomatis mempengaruhi jumlah upah yang akan 
diterima, berlakunya PERDA ini dianggap mengekang hak perempuan dalam 
bekerja.97 
1.1 Konvensi  ILO yang Diratifikasi Oleh Pemerintah Indonesia  
 Untuk membahas mengenai peranan ILO bagi para pekerja perempuan 
di Indonesia terlebih dahulu akan disajikan konvensi-konvensi dari ILO yang 
telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Konvensi dari ILO merupakan 
perjanjian-perjanjian internasional, yang tunduk pada ratifiksi negara-negara 
anggota. Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan ke-lima di dunia 
yang telah meratifikasi seluruh konvensi inti ILO. Sejak menjadi anggota 
tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi 17 konvensi.98  
Direktur International Labor Organization (ILO) Indonesia, Peter van 
Rooij, mengatakan Indonesia merupakan negara terdepan di Asia dalam 
                                                          
97 Anonim. Wawancara, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta. Kamis 7 
April 2016  
98 Sekilas ILO di Indonesia, diakses dari  




meratifikasi konvensi pokok ILO, Indonesia telah meratifikasi semua dari 
delapan konvensi pokok ILO, menjadikan negara ini salah satu yang paling 
siap menghadapi globalisasi. ILO sebagai organisasi tripartit, yang terdiri dari 
serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah, menurut Peter Van Rooij,  
bekerjasama erat dengan berbagai pihak. Dalam hal ini pihaknya meminta 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) agar terus mendorong anggotanya 
mematuhi konvensi tersebut.99 
Konvensi-konvensi Inti 
No. Konvensi    KONVENSI  Tahun Ratifikasi  
29 Konvensi Kerja Paksa (1930) 1950  
98  Konvensi Hak Berorganisasi dan 
Berunding Bersama/Secara Kolektif 
(1949)  
1957  
100  Konvensi Kesamaan Pengupahan 
(1951)  
1958  
87  Konvensi Kebebasan Berserikat dan 
Perlindungan atas Hak Berorganisasi 
(1948)  
1998  
105  Konvensi Penghapusan Kerja Paksa 
(1957)  
1999  
111  Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan 
Jabatan) (1958)  
1999  
138  Konvensi Usia Minimum (1973)  1999  
182  Penghapusan dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk 
Pekerjaan untuk Anak (1999)  
2000  
                                                          
99 Indonesia Terdepan Ratifikasi Konvensi Perburuhan, diakses dari 
http://jaringnews.com/ekonomi/umum/5935/ilo-indonesia-terdepan-ratifikasi-konvensi-





Konvensi-konvensi lain100 : 
Konvensi 19:  Persamaan dan Perlakuan bagi Pekerja Nasional dan 
Asing dalam hal Ganti Rugi atas Kecelakaan Kerja 
(1925);  
Konvensi 27:  Pemberian Tanda atas Berat Barang yang Diangkut 
Kapal Laut (1929);  
Konvensi 45:  Mempekerjakan Perempuan di Bawah Tanah dalam 
Berbagai Macam Pekerjaan Tambang;  
Konvensi 69:  Sertifikasi Juru Masak Kapal (1946);  
Konvensi 81:  Inspeksi Ketenagakerjaan (1947);  
Konvensi 88:  Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (1948);  
Konvensi 120:  Kebersihan di Tempat Dagang dan Kantor;  
Konvensi 106: Istirahat Mingguan di Perdagangan dan Kantor (1957);  
Konvensi 144:  Konsultasi Tripartit untuk Mempromosikan Pelaksanaan 
Standar Perburuhan Internasional (1976). 
Berikut ini akan dijabarkan mengenai status dari Core Convention atau 
Konvensi Inti yang telah di ratifikasi oleh Indonesia :  
1. Konvensi ILO No. 29 tahun 1930 Tentang Penghapusan Kerja Paksa, 
meminta semua negara anggota ILO melarang semua bentuk kerja 
                                                          
100 Ibid.  
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paksa atau wajib kerja kecuali melakukan pekerjaan yang berkaitan 
dengan wajib militer, wajib kerja dalam rangka pengabdian sebagai 
warga negara, wajib kerja menurut keputusan pengadilan, wajib 
melakukan pekerjaan dalam keadaan darurat atau wajib kerja sebagai 
bentuk kerja gotong royong. Peraturan ini atur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi 
Internasional tentang Penghapusan Kerja Paksa. 
2. Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 Tentang Hak Berorganisasi dan 
Melakukan Perundingan Bersama diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1957 tentang Persetujuan 
Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional mengenai berlakunya 
dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding 
bersama 
3. Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 tentang Pemberian Upah Yang 
Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita. Diratifikasi oleh pemerintah 
Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 87 tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi 
Perburuhan Internasional Nomor 100 mengenai Pengupahan yang 
Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Perempuan Untuk Pekerjaan yang 
Sama Nilainya.  
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4. Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan 
Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, tertuang dalam Keputusan 
Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 1998. Untuk 
memaksimalkan peranan dari serikat pekerja atau serikat buruh, maka 
pada tahun 2000, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang 
Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 
5. Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Semua 
Bentuk Kerja Paksa. ILO Convention No. 105 concerning the Abolition 
of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja 
Paksa).  Didalam peraturan nasional tertuang dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO 
Convention No. 105, mengenai Penghapusan Kerja Paksa. 
6. Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam 
Pekerjaan dan Jabatan. Konvensi ini dalam perundang-undangan di 
Indonesia tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 1999 Tentang 
Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in 
Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai 
diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan). Ketentuan ini selaras 
dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus 
menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar pekerja 
dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. 
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7. Konvensi ILO No. 138  Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk 
Diperbolehkan Bekerja. Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi 
tersebut dan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention 
Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO 
mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja).101 
8. Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan 
Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. 
Dan kemudian ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 
tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.  
Dengan berlakunya ratifikasi konvensi ILO oleh hukum Indonesia yang 
disahkan dalam undang-undang,  maka fungsi serikat buruh menjadi sangat 





                                                          
101 Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menyatakan  bahwa usia minimum 
untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun.  
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1.2. Produk Hukum ILO tentang Penyetaraan dan Perlindungan 
Bagi Pekerja. 
ILO sebagai organisasi internasional yang lingkupnya membahas 
mengenai hukum perburuhan, turut berperan serta dalam mendorong 
terciptanya peluang bagi dan pria untuk memperoleh pekerjaan yang layak 
dan produktif secara bebas, adil dan bermartabat. ILO mendorong untuk para 
pekerja perempuan mendapatkan hak-haknya yang didasarkan pada sifat-
sifat alami yang dimilikinya dan agar tidak mendapatkan dikriminasi dalam 
pekerjaan. karena itu ILO mengatur mengenai perlindungan perempuan 
dalam produk hukum yang dikeluarkanya. Diantaranya berupa beberapa 
konvensi seperti :  
a. Konvensi No. 100 tahun 1951 tentang Pengupahan yang Sama 
Bagi Pekerja Perempuan dan Pria Untuk Pekerjaan yang Sama 
Nilainya  
b. Konvensi No. 89 tahun 1948 tentang Kerja Malam bagi Wanita yang 
dipekerjakan di Industri  
c. Konvensi No. 103 Tahun 1952 tentang Perlindungan Wanita Hamil 
d. Konvensi No. 111 tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan 
& Jabatan  
e. Konvensi No. 29 tahun 1930 Tentang Penghapusan Kerja Paksa 
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f. Konvensi No. 105 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Semua 
Bentuk Kerja Paksa. 
g. Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat 
dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi 
h. Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 Tentang Hak Berorganisasi dan 
Melakukan Perundingan Bersama 
Serta  melalui produk hukum lainya berupa Rekomendasi No. 90 
Tahun 1951 tentang Pengupahan Setara. 
Namun dalam hal ini penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 
didapati adanya beberapa konvensi dari ILO yang membahas mengenai 
penyetaraan perlindungan hak pekerja perempuan yang tidak/belum di 
ratifikasi oleh Indonesia. Terdapat beberapa alasan mengapa suatu 
negara belum/tidak meratifikasi suatu konvensi hal ini bisa saja 
mengindikasikan bahwa produk hukum dari ILO yang tidak diratifikasi 
oleh Indonesia sebelumnya telah ada hukum nasional yang mengatur 
mengenai hal tersebut, atau Indonesia merasa belum perlu untuk 
meratifikasi produk hukum tersebut, juga ada kemungkinan bahwa 
terdapat beberapa norma dalam produk hukum tersebut yang 
bertentangan dengan norma yang berlaku suatu negara, dan 
pertimbangan bahwa suatu negara belum mampu untuk menerapkan 
secara efektif jika konvensi tersebut diratifikasi. Seperti Indonesia belum 
 71 
 
meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang 
Status Pengungsi, dengan alasan belum mampu untuk menerapkan 
secara efektif jika hal konvensi tersebut diratifikasi.  
 
1.2. Peraturan Hukum Nasional tentang Penyetaraan dan 
Perlindungan Hak Pekerja Perempuan. 
Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai persamaan 
dan kesamaan bagi warganya dimata hukum. hal ini dibuktikan dengan di 
ratifikasinya Convention on The Elimination of All Form Againts Women 
(CEDAW) menjadi Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 7 Tahun 
1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Serta diberlakukannya undang-
undang dan peraturan-peraturan lainya yang membahas mengenai 
perlindungan terhadap pekerja perempuan, hal ini adalah sebagai indikasi 
bahwa pemerintah serius dalam memberikan perlindungan terhadap 
pekerja perempuan di Indonesia, berikut ini akan di paparkan peraturan-
peraturan yang membahas mengenai perlindungan pekerja perempuan di 
Indonesia. 
a. Tap MPR NO.XV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Kepres 
No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak 
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Asasi Indonesia. Inpres No.9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.  
b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 
No.Kep.224/Men/2003 mengenai Perlindungan Terhadap Pekerja 
Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari yaitu antara pukul 
23.00 s/d 07.00. Dalam Kepmen membahas mengenai 
perlindungan keamanan fisik dan psikis pekerja perempuanyang 
bekerja pada malam hari, agar terhindar dari perampokan, 
pemerasan, maupun tindakan asusila berupa pemerkosaan dan 
pelecehan seksual. Tanggung jawab yang berkaitan dengan 
perlindungan ini dibebankan kepada pengusaha. 
c. Pembatasan waktu kerja dan waktu istirahat yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kep 
234/Men/2003 tentang waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor 
usaha energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu. 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 
102/Men/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja 
Lembur Permenaketrans No.Per/15/Men/VII/2005 tentang Waktu 
Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum pada 
Daerah Operasi Tertentu. .  
 73 
 
d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja 03/men/1989 tentang larangan 
PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil, atau 
melahirkan. 
e. Perlindungan Upah dalam Undang-undang No. 25 tentang Pokok-
pokok Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 
tentang perlindungan upah, Undang-undang No.80 tahun 1957 
tentang pengupahan yang sama bagi pekerja pria dan perempuan 
untuk pekerjaan yang sama nilainya, Peraturan menteri tenaga 
kerja No.3 Tahun 1997 tentang upah Minimum Regional, Surat 
edaran Menteri Tenaga Kerja No.SE/MEN/1990 tentang 
pengelompokkan komponen upah dan pendapatan non upah  
 
2. ILO dalam Upaya Penyetaraan dan Pelindungan Hak Pekerja 
Perempuan 
2.1  ILO Sebagai Sarana serta Mitra Kerjasama dari Pemerintah dalam 
Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia. 
ILO menangani beberapa permasalahan terkait dengan masalah 
ketenagakerjaan, salah satunya adalah mengenai mengenai Equality gender 




Permasalahan pengguran disebabkan karena kurangnya lapangan 
kerja yang tersedia jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya tenaga 
kerja usia produktif  maka  ILO  dalam hal ini berperan serta sebagai sarana 
dan mitra dari pemerintah dalam mengupayakan tenaga kerja yang produktif 
siap kerja dan available untuk memasuki dunia kerja, serta peningkatan mutu 
pekerja, dan mengupayakan peningkatan usaha-usaha mikro kreatif agar 
menjadi sumber lapangan kerja melalui pemberian seminar-seminar yang 
dilakukan oleh ILO, dalam seminarnya para pekerja usia muda.102 Didorong 
untuk lebih kreatif dan mampu bersaing dengan usaha-usaha mandiri lainya, 
dengan menciptakan lapangan kerjanya sendiri.  ILO juga berperan dalam 
membantu pemerintah untuk melakukan perundingan dalam rangka 
perbaikan perundang-undangan ketenagakerjaan,103 pemberian seminar 
kepada para pengusaha. ILO melakukan kerjasama dengan pesatuan 
pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dalam 
pemberian pelatihan untuk para pengusaha, perkumpulan para pengusaha ini 
akan mengudang para anggota untuk menghadiri pemberian pelatihan dari 
ILO, tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesadaran terhadap para 
pengusaha untuk paham akan kewajiban-kewajiban mereka selaku 
pengusaha atau pemberi kerja untuk menciptakan hubungan kerja yang non-
diskriminatif. Untuk para pengusaha atau pemberi kerja yang perusahaanya 
                                                          
102 Angkatan kerja usia 15 tahun keatas  
103 Lusiani Julia. Wawancara. Staff officer International Labour Organisation, Organiasi Perburuhan 
Internasional (ILO). Jakarta. Pada 4 April 2016 
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dipimpin oleh para perempuan, seminar yang diberikan adalah sosialisasi 
agar para pengusaha lebih banyak memperkerjakan pekerja perempuan 
untuk mengisi jabatan di perusahaannya.104 
 
2.2   ILO sebagai Penyusun Standar Kebijaksanaan Internasional  
ILO yang salah satu tujuan didirikanya adalah sebagai organisasi yang 
menyusun standar ketenagakerjaan untuk dijadikan pedoman dan program 
internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para 
pekerja, salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui prosedur pedoman 
kerja dari ILO, untuk penanganan keluh kesah pekerja bagi para pekerja 
yang haknya dilanggar.  
Adapun langkah penanganan dan perlindungan bagi para pekerja 
perempuan yang mendapat pelanggaran menurut prosedur penanganan 
keluh kesah pekerja dari ILO.    
Bagi para pekerja perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual 
langkah yang dapat di tempuh melalui pedoman penanganan keluh kesah 
pekerja yang dikeluarkan oleh ILO adalah dengan menghadapi si Pelaku, 
anda berhak untuk melaporkannya kepada atasan anda, atau menghubungi 
serikat pekerja dan lembaga bantuan hukum  atau organisasi-organisasi 




perempuan yang menangani kasus-kasus pelecehan seksual, serta 
disarankan untuk mempertimbangkan dengan matang untuk membuat 
pengaduan secara resmi. 
  Kurangnya pemahaman akan pentingnya partisipasi dalam serikat 
pekerja membuat pekerja perempuan kurang mendapatkan haknya dan tidak 
jarang kasus pelanggaran yang mereka alami berlalu begitu saja. Kurangnya 
kesadaran ini terlihat dari pengurus serikat pekerja perempuan hanya sedikit, 
rata-rata hanya 1%. Padahal idealnya jumlah itu harus sebanding dengan 
jumlah tenaga kerja perempuan yang ada, agar pekerja perempuan dapat 
merasa terwakili aspirasinya 
Serikat Pekerja menjadi hal yang dianggap penting untuk para pekerja 
bergabung dalamnya dengan adanya serikat pekerja dan semakin kuatnya 
serikat pekerja oleh anggota-anggota maka hal ini akan semakin 
mengupayakan upaya perlindungan dan penyetaraan hak pekerjanya 
terjamin. Juga terhadap para korban pelanggaran hak, serikat pekerja 





2.3  Langkah Strategis bagi Pekerja Perempuan agar dapat 
Memaksimalkan Potensi Kerja Perempuan di Indonesia 
Berdasarkan Standar ILO. 
Dalam seminar yang diberikan oleh ILO kepada  pekerja juga kepada 
serikat pekerja, secara tegas mendorong agar para pekerja paham mengenai 
tindak lanjut serta usaha yang dapat mereka lakukan untuk memaksimalkan 
potensi kerja, berupa : 
A. Membentuk Kelompok Perempuan 
kelompok perempuan berperan sebagai wadah menuangkan keluh 
kesah, gagasan, mendiskusikan persoalan-persoalan yang terjadi, melalui 
media ini dapat terjalin solidaritas antara para pekerja Perempuan, Bila 
kelompok perempuan dapat terbentuk di semua sektor dan tingkatan, maka 
satu sama lain dapat menjalin jaringan kerja antar sektor dan mempermudah 
menyebarluaskan informasi, hingga dapat menjadi lebih kritis dan objektif, 
terhadap permasalahan yang timbul, dan dapat dijadikan sebagai memotivasi 
untuk satu dengan yang lainnya. 
B. Menggalang Kesadaran Pekerja Pria  
Membangun kesadaran pekerja  pria tentang pentingnya keterlibatan 
pekerja perempuan dalam serikat pekerja adalah demi kepentingan semua 
pihak dan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Karena hal ini 
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dianggap mampu membangun serikat pekerja menjadi lebih kuat serta 
memiliki posisi tawar apabila perempuan ikut berjuang dengan posisi yang 
sejajar dengan pria. Selain itu keterlibatan pekerja perempuan dalam serikat 
pekerja juga untuk mendukung salah satu tujuan yang yang dicapai oleh 
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni untuk 
memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak perempuan serta, untuk 
mewujudkan program dan kebijakan pemerintah yang responsif gender.105 
C. Memperjuangkan Suara yang Proporsional 
Mengingat jumlah tenaga kerja pekerja perempuan di Indonesia yang 
mencapai 47,6 % pada Februari 2014 dibandingkan dengan dengan pekerja 
laki-laki yang mencapai 53,4 %, persentase ini menunjukkan proporsi yang 
hampir sama atau seimbang sama antara pekerja perempuan dan pekerja 
pria, hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang pada 2012 lalu 
persentase tenaga kerja pria yang bekerja mencapai 85.0 % maka sudah 
sepantasnya pekerja perempuan juga memiliki peluang yang seimbang untuk 
lebih terlibat dalam kepengurus serikat pekerja. Selain jumlah yang 
proporsional hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengaturan jadwal 
pertemuan atau kegiatan lain juga diperhitungkan agar perempuan ini dapat 
ikut berperan aktif. 
                                                          
105 Diakses dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, 
www.kemenpppa.go.id pada 13 Mei 2016 pukul 20.00 Wita.  
 79 
 
D. Kesempatan untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  
Dengan adanya kesempatan bagi para pekerja perempuan dalam 
memperoleh pendidikan dan pelatihan hal ini dapat menumbuhkan minat 
pekerja perempuan untuk berkumpul dan berserikat. Setelah para pekerja 
perempuan sadar akan pentingnya berorganisasi. Oleh karena itu untuk 
meningkatkan peran aktif perempuan perlu adanya kesempatan bagi mereka 
memperoleh pelatihan maupun pendidikan agar para pekerja perempuan ini 
dapat memiliki mutu dan keterampilan yang dibutuhkan. 
E. Membangun Hubungan Kerja 
Jaringan kerja dianggap penting untuk para pekerja. Selain untuk 
menggalang solidaritas, juga memudahkan penyeberluasan gagasan, 
informasi. 
Berdasarkan Penilitian yang telah dilakukan, secara langsung ILO tidak 
menangani permasalahan tenaga kerja seperti penanganan atau pengaduan 
kasus yang terjadi, ILO sebagai badan bipatrit mendorong serikat pekerja 
untuk lebih peka terhadap anggota-anggota dari serikat pekerja dan lebih 
peka terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Serta 
menjadi mitra kerja dari pemerintah untuk bersama-sama membangun sistem 




B. Kedudukan The Convention on The Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women Terhadap Produk Hukum dari ILO.  
1. Analisis CEDAW Mengenai Penyetaraan dan Perlindungan Hak 
Pekerja Perempuan. 
The Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW) secara resmi di undangkan di Jakarta menjadi 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi 
terhadap wanita. Pada 24 juli 1984 oleh Presiden Soeharto. Dalam CEDAW 
hak untuk mendapatkan perlindungan dan penghapusan diskriminasi 
terhadap pekerja perempuan secara khusus diatur dalam Pasal 11 ayat (1) 
huruf  a,b, c, d, e dan f  serta dalam ayat (2) huruf a, b dan d  
1) Bagian I  
a. Pasal 1 bahwa istilah diskriminasi terhadap wanita berarti setiap 
pembedaan, pengecualian, atau pembatasan, yang dibuat atas dasar 
jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk 
mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau 
penggunaan, hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang 
politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum 
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wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar 
persamaan hak antara pria dan wanita. 
b. Pasal 2 (b) membuat peraturan perundang-undangan yang tepat 
lainya termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang semua 
diskriminasi terhadap wanita.  
c. Pasal 2 (e) membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk 
menghapus perlakuan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, 
organisasi atau perusahaan 
d. Pasal 2 (f) membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk 
pembuatan undang-undang untuk mengubah dan menghapuskan 
undang-undang, peraturan-peraturan kebiasaan-kebiasaan dan 
praktek-praktek yang diskriminatif terhadap wanita 
e. Pasal 2 (g) mencabut semua ketentuan pidana nasional yang 
diskriminatif terhadap wanita. 
 
2) Bagian II  
a) Pasal 7 (c) negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan 
yang tepat untuk menghapus diskrimininasi terhadap wanita dalam 
kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, 
khususnya menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria 
hak : untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan 
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perkumpulan non-pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan 
masyarakat dan politik negara.  
b) Pasal 11 (1) : Negara-negara peserta wajib membuat peraturan –
peraturan yang tepat untuk menghapus diskiminasi terhadap wanita di 
lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar 
persamaan antara pria dan wanita khususnya  
a. Hak untuk bekerja sebagai hak asasi  
b. Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan 
kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai. 
c. Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk 
promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas 
kerja, hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang 
termasuk masa kerja sebagai magang 
d. Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan 
tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan 
dengan pekerjaan yang sama nilainya. 
e. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, 
pengangguran, sakit cacat, lanjut usia, serta lain-lain 
ketidakmampuan untuk bekerja, ha katas masa cuti yang dibayar 
f. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk 
usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.  
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c). Pasal 11 (2): untuk mencegah diskriminasi terhadap wanita atas dasar 
perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk 
bekerja, negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang 
tepat. : 
a. Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi, pemecatan atas dasar 
kehamilan, atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian 
atas dasar status perkawinan 
b.  Untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran atau 
dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan 
yang semula 
c. untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum wanita selama 
kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi 
mereka. 
 
2.  Produk Hukum dari ILO Yang Lahir Setelah The Convention on 
The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
berlaku. 
Berikut ini adalah produk hukum dari ILO yang lahir setelah The 
Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW) Tahun 1981 berlaku dan ditifikasi oleh pemerintah 
Indonesia seperti konvensi No.87 tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat 
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dan Perlindungan Atas Hak Berorganisasi, Konvensi No. 105 Tahun 1999 
tentang Penghapusan Kerja Paksa. Konvensi No. 111 Tahun 1999 tentang 
Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan. Konvensi No. 138 Tahun 1999 tentang 
usia minimum untuk bekerja. Konvensi No. 182 tahun 2000 tentang 
Penghapusan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk 
Pekerjaan Untuk Anak.  
Melalui hasil penelitian di kantor ILO jakarta  yang dilakukan dikatakan 
bahwa peranan utama CEDAW dalam proses pembuatan produk hukum 
yang di keluarkan oleh ILO untuk negara-negara anggota peserta ILO, adalah 
sebagai konvensi yang dijadikan pedoman atau tinjauan yang sifatnya tidak 
mutlak ataupun mengikat tetapi dijadikan sebagai landasan pembuatan 
produk hukum ILO.  
Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan tidak semua produk 
hukum dari ILO berupa konvensi yang membahas mengenai penyetaraan 
dan perlindungan pekerja perempuan menjadikan CEDAW sebagai dasar 
acuanya pembuatannya. Sebab terdapat beberapa konvensi dari ILO yang 
membahas mengenai perlindungan dan penyetaraan hak pekerja perempuan 
yang telah ada sebelum CEDAW berlaku.  Seperti Konvensi No. 100 tahun 
1951 tentang Pengupahan yang Sama Bagi Pekerja Perempuan dan Pria 
Untuk Pekerjaan  yang Sama Nilainya  Konvensi No. 89 tahun 1948 tentang 
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Kerja Malam bagi Wanita yang dipekerjakan di Industri. Konvensi No. 103 
Tahun 1952 tentang Perlindungan Wanita Hamil.  
Dari penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa  kesesuaian antara 
beberapa pasal dalam CEDAW dengan konvensi yang lahir sebagai produk 
hukum dari ILO. Keduanya sama-sama berupaya untuk menciptakan dunia 
kerja yang baik bagi para pekerja perempuan dengan meniadakan dikriminasi 
dalam hal apapun terhadap pekerja perempuan untuk mendorong  
pencapaian equality gender  juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari 














A. Kesimpulan  
1. Peranan International Labour Organisation (ILO) dalam upaya 
penyetaraan dan perlindungan hak perempuan dalam bekerja meliputi 
1). Upaya penyetaraan dengan melalui persamaan pemberian  hak 
untuk mendapatkan pekerjaan antara pekerja laki-laki dan 
perempuan(Equality Gender) persamaan upah untuk pekerjaan yang 
sama nilainya, mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam serikat 
pekerja. 
2). Perlindungan pekerja perempuan dengan menjadi penyedia sarana 
dan mitra kerjasama oleh pemerintah melalui peundingan dalam rangka 
perbaikan perundang-undangan ketenagakerjaan. menjadi fasilitator 
dalam pengadaan seminar untuk para pengusaha tenaga kerja dan 
asosiasi serikat pekerja,sebagai penyusun standar kebijaksanaan dalam 
ketenagakerjaan internasional, turut serta dalam mengawasi berlakunya 
konvensi terhadap perlindungan pekerja perempuan, perlindungan 
khusus terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, 
pembatasan waktu kerja dan pemberian tunjangan, perlindungan upah, 
penanganan PHK, pemberian sanksi terhadap para pelaku pelanggaran 
hak perempuan dalam bekerja. 
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2.  Kedudukan The Convention On The Elimination Of All Forms of 
Discrimination Against Women (CEDAW) Terhadap Produk Hukum dari 
ILO sebagai tinjauan yang sifatnya tidak mutlak atau mengikat dan 
terdapat beberapa kesesuaian antara produk hukum yang dikeluarkan 
oleh ILO tentang perlindungan pekerja perempuan non-diskriminatif 
gender  dengan beberapa padal dalam CEDAW terutama bagian II 
pasal 11 dan bagian III pasal pasal 10. Antara CEDAW dan produk 
hukum dari ILO keduanya sama-sama berupaya untuk menciptakan 
dunia kerja yang baik bagi para pekerja perempuan dengan 
meniadakan dikriminasi dalam hal apapun terhadap pekerja perempuan 
untuk mendorong  pencapaian equality gender  juga untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak dari pekerja perempuan. 
B. Saran  
1. Diperlukan adanya kerjasama yang lebih jelas antara ILO dengan 
pemerintah dalam hal peratifikasian konvensi dari ILO untuk hukum 
ketenagakerjaan Indonesia sehingga ILO dalam upaya penyetaraan 
dan perlindungan pekerja perempuandapat berperan secara 
maksimal. 
2. Diperlukan adanya pedoman Kerjasama antara ILO serikat pekerja 
dan serikat pengusaha dalam satu kesatuan untuk kemudian bekerja 
sama dengan pemerintah mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang 
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